PUTUSAN
MHomor 5/Pdt.G2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mer_nutuls perkara

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
ra gugatan antara:
o J:ISISQ, bertempat tinggal di Jalan Mangga RT. 018 RW. 006, Kelurahan
Sungai Lembu Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar-
Riau, dalam hal ini diwakili cleh Beni Zairalatha, S.H, M.H,
Frantmn Perkasa, SH. dan Yogi Ardian, 5 H., Advokat dan
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum BZ & Rekan yang
beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 28, Bangkinang-Riau,
berdasar‘han Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/BZ/Kntr HKA/2023
tertanggal 08 Januari 2024 terdaftar di Kepaniteraan F'engaq%ilan
Megeri Bangkinang tanggal 1 Februari 2024 dibawah remste;t
Nomor 42/S5KI2024/PN  Bkn, selanjutnya  disebut sebagal
Penggugat;
Lawan:

1. BUDI PRATOMO, bertempat tinggal di Jalan Mangga RT. 018 RW.
008, Helurahan Sungai Lembu Makmur, Kecamatan Tapung,
Kabupsten Kampar-Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat |}

2 ISNGADI, bertempat tinggal di Dusun | Ringin Sari RT. 008 RW. 0oz,
Kelurahan Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten
Kampar- Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ii;

3. FAJRUL HAPZI, S.1p,M.SilKEPALA DESA MUARA JALAI, bertempat
tinggal di Jalan Bangkinang-Pematang Kulim Km. 65, Desa rf.."luara
Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat IIl;

4, NIRWAN AMIRUDINIKEPALA DESA SUNGAI JALAU, bertempat
tinggal di Jalan Perkebunan, Desa Sungai Jalau, Kecarmatan kampar
Utara, Kabupaten kampar-Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat
v,
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5. RISKA JONITA EKA PUTRI, S.Stp., M.SIICAMAT KAMPAR UTARA,
bertempat tinggal di Jalan Sawah, Kecamatan Kampar Utara,
Kabupaten Kampar-Riau, selanjutnya disebut sebagai Terguggt v,

6. ZAINAL AJIKIDATUK PANGLIMA BESAR PENGUASA TANAH
ULAYAT KENEGERIAN AIR TIRIS LAMA KECAMATAN HAMPJI&R,
bertempat tinggal di Jalan Sosial RT. 01 RW. 04 Kelurahan Air TIﬂS,.
Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, selanjuinya disebut sebagai
Tergugat VI

Pengadilan Negeri tersebut;
setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara,
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januarl_

2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Penga_dilan Negeri

Bangkinang pada tanggal 19 Januar 2024 dalam ‘Reglstﬂ'r Nomaor

5/Pdt.GI2024/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige

ugat sebagai berikut:

?.ME::::HP;ggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Muara
Jalai, RT 005 RW 009 Desa Muara Jalai, Dusun il Padang Tarap
Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, seluas + 19.716 M2 atas
nama Budi Pratomo Selaku Tergugat |, dimana Tergugat | adaia!:u anak.
Kandung dari Penggugal berdasarkan Surat Keterangan f%an’u Rugi
(SKGR) dengan Nomor: 503, 83/SKGR/DMI2018/23, tangal 13 jul 2018 atau
SKGR Regestrasi Kecamatan Kampar Utara Nomor: 92ISKGR/KUN IIJZB*H?‘I
tertangal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai
selaku Tergugatlll dan diketahui oleh Camat Kampar Utara selaku Tergugat
v dengan batas-batas tanah milik Penggugat tersebut sehagai berikul

a. Sebelah utara berbatas dengan Tanah Jalan- UK 93 M;
b. Sebelah timur berbatas dengan Tanah ARl EKA
LK 212M
WAHYUDA

c. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Parit —---——- UK 93 M
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d. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah UJANG DANUS — UK 212M

2 Bahwa Penggugat telah membeli Tanah Tersebut dar H. Yuzamri ‘r’ahyEf
pada tanggal 13 Juli 2018 dengan alas Hak berupa Surat Keterangan Ganfi
Rugi (SKGR) dengan Nomor: EBS‘HEISHGMDWEG?BIES. atau SKGR
Regestrasi Kecamatan Kampar Utara Nomor EEIEHERIKVI.JMI.PE‘M.E-
tertangal 19 Jull 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai
selaku Tergugat Il dan diketahui Oleh Camat Kampar Utara Selaku

ugat

3 -I:r:;-: Penggugat membeli sebidang tanah tersabut menggunakan u?mg
Pensiunan Penggugat yakni sebesar Rp50.000.000,00 (lima pulub juta
rupiah) dengan menggunakan nama Tergugat | sela.ku anak kanﬁung
Penggugat dalam pembelian Kebun Kelapa sawit tersebut unh;:H
memudahkan Proses administrasi dalam pembelian Kebun He@pa sawit,
dimana selama ini kebun Tersebut Penggugat Kuasai dan Penggugat
jakukan Perawataan dan Pemanenan Kebun Kelapa sawit tersebul, _

4 Bahwa di atas tanah tersebut terdapat + 200 batang pohon kelapa sawit
yang sudah siap panen yang hasil panennya per bulan kurang lebih sebesar
Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana Penggugat tfa'lah
melakukan Pemanenan Hingga Juni Tahun 2021, dan Penggugat juga
merawat dan membersihkan Tanah yang dibelinya yang mana ﬁd_ak ada
campur tangan sedikitpun dari saudara Tergugat | dalam pemeliharaan
terhadap tanah tersebut, ) |

5. Bahwa sekiranya pada bulan Juni tahun 2021 Tergugat | secara diam-diam
telah mengambil surat tanah tersebut fanpa SEFEFIQE'IE-hI.-Iaﬂ Penggugat
yang mana ketika itu Penggugal sedang melaksanakan ibadah Hajl ke
Tanah Suci;

§. Bahwa sepulangnya menunaikan ibadah Haji keTanah Suci, Penggugat
mulai melakukan aktifitas seperti biasanya dan bE‘I‘l'I‘.UI'Ij;L!l'!fQ ke tanah
miliknya namun ketika Penggugat berkunjung ke Tanah miliknya tersebut
Penggugat melihat tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat EII-, | |

7. Bahwa setelan Penggugat melihat tanah miliknya telah dikuasi oleh
Tergugat |l, maka Penggugat pun menemui dan menanyakan kep?da
Tergugat | terkait tanah tersebut dan temyata tanah tersebut telah dijual
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oleh Tergugat | tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat kepada
Tergugat || dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang
mana harga tersebut jauh lebih murah dari harga yang sewajarnya pada
tahun itu, dan kesepakatan jual beli tersebut dilakukan dihadapan Tergugat
IV tentunya hal tersebut sungguh merugikan diri Panggugat;

g  Bahwa sungguh mengherankan bagi Penggugat ketika transaksi jual beh
antara Tergugat | dan Tergugat Il sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh
juta rupiah) tersebut dilakukan dihadapan dan diketahui Tergugat IV,
dimana Untuk diketahui oleh kita bersama bahwa lokasi tanah 1erseb¢
berada di Desa Muara Jalai, RT 005 R\ 000 Desa Muara Jalai, Dusun |1l
Padang Tarap Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, yang
seharusnya instansi yang berwenang untuk mengeluarkan atau mengurus
surat balik nama antara Tergugat | dan Tergugat |l itu dilakukan di hadapan
Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat lII;

9. Bahwa surat yang diketahui dan ditandatangani cleh Tergugat IV adalah
Surat Keterangan Pelimpahan Hak dengan MNomor:
EQS.BSJSHPHJDT.PEJ‘EDEHMT yang dikeluarkan oleh Datuk Panglima
Besar Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Air Tiris Kecamatan Kampar
Selaku Tergugat VI yang disetujui cleh penghulu adat Persukuan Domo
dalam kenegerian Air Tiris Imarm Datuk Rajo Malano yang diterangkan nlei-{
Zainal Ajik Datuk Panglima Besar Selaku Tergugat VI dan diketahui

ugat IV ;

10. TB:rr?w: fisik asli Surat dari Tanah Milik Penggugat atas nama Budi Pratomo
dengan dengan alas Hak berupa surat Keterangan Ganti Rugi (EKG.R]T
dengan Nomor: 593.83/SKGR/DM/2018/23, atau SKGR Regssn‘aal_
Kecamatan Kampar Utara Nomar. 02/SKGR/KUNIIZ2018 tertangal 13 Ju!n
2018 yang terletak di Desa Muara Jalal, RT 005 RW 009 Desa Muara Jalai,
Dusun |Il Padang Tarap Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar,
seluas £ 19.716 M2 atas nama Budi Pratomo Selaku Tergugat | dikeluarkan
oleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat ||l dan diketahui Dieh-Cama'f
Kampar Utara Selaku Tergugat ¥ dimana saat ini surat tersebut d{'kua_sm
oleh Kepala Desa Sungai Jalau selaku Tergugat IV, hal ini diketahui keillka
Penggugat mendatangi Kantor Desa Sungal Jalau dan Penggugat melihat
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surat tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat [V dan Tergugat v
mengatakan alasan sural tersebut bisa berada pada Terglijgat v
dikarenakan transaksi jual bel antara Tergugat | dan Tergugat Il dilakulkan
dihadapan Tergugat [V, dan menyatakan bahwa tanah dalam perkara a quo
termasuk dalam wilayah desa yurisdiksi dari Tergugat IV;

11. Bahwa apa yang diakukan oleh Tergugat IV dengan menguasi fisik surat
tanah milik Penguggat alas nama Budi Pratomo dengan dengan alas Hak
berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan rjlnmnr:
593 83/ISKGR/DMI2018/23 atau SKGR Regestrasi Kecamatan Kan’npat
Utara Nomor: 92/SKGRKUNIIZ018 tertangal 19 Juli 2018 yang terletak di
Desa Muara Jalai, RT 005 RW 009 Desa Muara Jalai, Dusun Il Padang
Tarap Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, seluas & 19.716 M2
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat lll Fian
diketahul Oleh Camat Kampar Utara Selaku Tergugat V merupakan
Perbuatan Melawan Hukum (anrechmatigh daad) yang mana Terguga’f I
merupakan instansi yang tidak berwenang untuk melakukan perantara jual
beli antara Tergugat | dan Tergugat [l dikarenakan wilayah tanah tersebut
masuk kedalam wilayah administrasi Desa Muara Jalai yang seharusnya
berwenang untuk melakukan ballk nama atau perantara jual beli adalah
Tergugat Ill;

12. Bahwa terkait dengan Lokasi tanah Tersebut telah dilakukan Penegasan
oleh Tergugat Ill selaku Kepala Desa Muara Jalai bperdasarkan surat.
kelerangan dengan Nomor. 140/DM-UM/2024/004 tertangal 16 Jelmuan
2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tentang tata letak wulayati
yang terdapat di KKPA MJ2 BT 00S/RW 009 Dusun Il Desa Muara Jalai
Blok 10 sampai saatini masih merupakan wilayah yuridiksi dari Desa Muara
Jalai;

13, Bahwa satelah mendengar penjelasan dari Tergugat |, maka Penggugat
dengan itikad baik mendatangi Tergugat |l untuk menjelaskan status tanah
tersebut kepada Tergugat || yang mana pada faktanya penguasaan tanah
tersebut adalah kepunyaan dari Penggugat dan Penggugat hanya
menggunakan nama Tergugat | saja dalam pembelian tanah tersebut, dan
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Tergugat | menjual tanah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari
Penggugat akan tetapi Tergugat Il tetap tidak memperdulikannya;

14. Bahwa kemudian Penggugat juga Meminta keterangan Kepada Tergugat IV
selaku Kepada Desa Sungai Jalau terkaitnya ada Jual beli antara Tergugat
| dan Tergugat Il, dimana Tergugat IV ragu akan kebenaran jual beli antara
Tergugat | dan Tergugat Il oleh karena nya Terggugat IV meminta untuk
membuat dan menerbitkan surat pernyataan dan perjanjian surat tanah,
Lampiran Perdes No. 1 Tahun 2015, tertanggal 08 Juli 2021 yang padal
pokoknya surat pernyataan tersebut berbunyi bentuk tangung jawab da.".
Tergugat |, dimana hal tersebut jelas melanggar Hukum dan meru‘gl.’rmr.u diri
Penggugat, dimana jika ada Keraguan dari Tergugat |V kenapa diterbitkan
juga surat Keferangan kepemilikan tanah atau jual beli tanah dengan Nomor
593 B3/SKPHIDT. PBI2021/017 tanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan
oleh Datuk Panglima Besar Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Air Tiris
Kecamatan Kampar Selaku Tergugat VI yang disetujui oleh penghulu adat
Persukuan Domo dalam kenegerian Alr Tiris imam Datuk Rajo Malano yang
diterangkan oleh Zainal Ajik Datuk Panglima Besar Selaku Tergugat Vidan
diketahui Tergugat IV

15, Bahwa surat Keterangan Pelimpahan Hak dengan MNomor
593 83/SKPHIDT.PBIN2021/017 tanggal 09 Juli 2021, yang dikeluarkan
oleh Datuk Panglima Besar Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Air Tiris
Kecamatan Kampar Selaku Tergugat V1 yang disetujui oleh penghulu adat
Persukuan Domo dalam kenegerian Air Tiris Imam Datuk Rajo Malano yang
diterangkan oleh Zainal Ajik Datuk Panglima Besar Selaku Tergugat Vi dan
diketahui oleh Tergugat IV dengan mengunakan Dasar Surat Keterangan
Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor: 503.83/SKGR/DM/2018/23, tangal 13
juli 2018 atau SKGR Regestrasi Kecamatan Kampar Utara Nomor:
g2ISKGRIKUNNIZ018 tertangal 19 Juli 2048, atas Nama Tergugat |,
tentunya hal ini bertentangan dengan fakta yang ada dimana geharusnya
Tergugat IV dan Zainal Ajik datuk Panglima Besar Penguasa Tanah i.llfr_.rat
Kenegerian Air Tirls Kecamatan Kampar selaku Tergugat VI fidak
mempunyai kewenangan sama sekali dalam mengeluarkan surat dalam
perkara aguo,
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16. Bahwa pada tahun yang sama yakni tahun 2021 Penggugat kembali
mendatangi rumah Tergugat Il untuk mencoba mencari solusi akan
permasalahan ini yang mana Penggugat pada saat itu menawarkan untuk
mengembalikan uang yang telah diberi oleh Tergugat |l kepada Tergugat |
sebesar Rp70.000.000,00 {tujuh puluh juta rupiah) atas pembelian tanah
tersebut ditambah dengan ganti rugi atas perawatan terhadap objek tanah
tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) akan tetapi terhadap tawaran dari Penggugat tersebut Tergugat Il
menolaknya dan tidak menyetujui dengan harga yang ditawarkan oleh
Penggugat tetapl Tergugat Il meminta pengembalian uang 3Ebe*5.ar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Penggugat apabila
mengiginkan tanahnya kembali yang mana pernyataan tersebut sungguh
tidak masuk akal,

17. Bahwa oleh karena Tergugat 1| tidak beritikad baik untuk menyelesaikan
permasalahan ini secara kekeluargaan, maka Penggugat melalui kuasa
Hukumnya Beni Zairalatha, SH. MH dan Rekan pada tanggal 06
Movember 2023 mengirimkan Surat Permohonan klarifikasi terhadap
Tergugat | dan Tergugat || akan tetapi Tergugat | tidak menghiraukan t‘bﬂ.l
tarsebut dan Tergugat |l melalui Kuasa Hukumnya membantah dalil-dalil
yang Penggugat sampaikan dan tidak mau menyelesaikan permasalahan
ini secara kekeluargaan;

18. Bahwa dikarenakan Tergugat | tidak menghiraukan Surat Permohonan
Klarifikasi yang Penggugat sampaikan dan Tergugat Il tetap bersikeras tidak
ingin menyelesaikan permasalahan tersebut maka pada tanggal 23
November 2023 Penggugat melalui kuasa Hukumnya Beni zairalatha,
5.H. M .H dan rekan kembali mengirimkan Somasi | kepada Tergugat | daq
Tergugat |l akan tetapi hal tersebut juga tidak dihiraukan oleh Tergugat |
dan Tergugat Il

19. Bahwa setelah mengirimkan Somasi | kerhadap Tergugat | dan Tergugat I,
Penggugat pun masih menunggu itikad baik dan Tergugat Il untuk
mengembalikan Objek Tanah tersebut termasuk dengan tawaran
pengembalian uang dan kerugian yang Penggugat sampaikan sebelumnya
tetapi sampai pada tanggal 23 November 2023 Tergugat 1l tetap tidak
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menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini maka
Penggugat kemball memberikan Somasi |l terhadap Tergugat | dan
Tergugat Il akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat |l tetap
bersikeras tidak mau menyelesaikan permasalahan  ini dan selalu
menghindar,

20. Bahwa Tergugat Il sudah Mengetahui Semenjak awal Tanah yang terletak
di Desa Muara Jalai, RT 005 R\W 009 Desa Muara Jalai, Dusun Il Padang
Tarap Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, seluas t 19.716 M2
atas nama Budi Pratomo Selaku Tergugat |, yang dibeli oleh Penggugat
Kepada H. Yuzamri Yahya pada tanggal 13 Juli 2018 dengan alas Hak
berupa Surat Keterangan Ganti Rugl (SKGR) dengan MNomor
503.83/SKGRIDM/2018/23 atau SKGR Registrasi Kecamatan Kampar
Utara Momor: 92/SKGR/KUNIIZ018 tertangal 19 Juli 2018 yang
dikeluarkan ocleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat Il dan diketahui
oleh Camat Kampar Utara selaku Terguaat V, bukan merupakan kepunyaan
dari Targugat |, akan tetapi Tergugat || tetap membeli tanah tersebut tan.pa
di dahului dengan penelitian terlebih dahulu mengenai status tanah objek
jual beli adalah benar milik Tergugat | dan juga harga tanah yang dibeli oleh
Tergugat |l kepada Tergugat | tersebut jauh lebih murah dari harga yang
sewajarnya pada saat itu,

91. Bahwa untuk diketahui oleh kita semua terkait dengan Objek Perkara A-quvf:
Tanah yang terletak di Desa Muara Jalal, RT 005 RW 009 Desa Muara Jalai,
Dusun 1l Padang Tarap Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar,
seluas £ 19.716 M2 atas nama Budi Pratomo Selaku Tergugat |, ?ﬂl’lg: dibeli
oleh Penggugat Kepada H. Yuzamr Yahya pada tanggal 13 Juli 2018
dengan alas Hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan
Nomor: 593.83/SKGR/DM/201 B/23 atau SKGR Registrasi Kecamatan
Kampar Utara Nomar: 92/SKGR/KUNII2018 tertangal 19 Juli EU‘I-B yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai Selaku Tergugat |1l dan diketahul
Camat Kampar Utara selaku Tergugat V, sekarang Pengelolahan dan hasil
panen Kebun tersebut diambil paksa Oleh T ergugat I, dimana perbuatan
yang dilakukan oleh Tergugat |l jelas melanggar hukum dimana Tanah
tersebut adalah milik dari Penggugat dan jual beli yang dilakukan oleh |
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Tergugat | dan Tergugat Il tidak dilalui dengan penelitian mengenai status
objek tanah, ftidak dengan terang benerang, dan tidak dilakukan dengan
harga yang layak;

29 Bahwa ada proses yang salah dalam pembelian tanah, Pengurusan surat
Tanah, letak Lokasi dan yuridiksi Desa dalam perkara objek aguo ditambah
lagi ketika dibalik namakan dari Tergugat | kepada Tergugat |l juga tidak
diketahui oleh sepadan tanah yang salah satunya bemama ARI EKA
WAHYUDA yang juga selaku anak kandung dari Penggugat yang mana
perbuatan tersebut sangat jelas menerangkan bahwasanya pembelian
tanah tersebut tidak dilakukan secara terang benarang yang seakan-akan
mengambil kesempatan dalam pembelian tanah tersebut;

23 Bahwa pembelian tanah tersebut cleh Tergugat |l sungguh fidak
mencerminkan Pembell yang beritikad baik sebagaimana dalam Surat
Edaran Mahkama Agung Nomor 4 Tahun 2016 (SEMA diENE}rterkai’f
Pengertian dan Syarat Pembeli Beriikad Baik pada poin B angka 4 sebagai
berikut:

531, Melakukan jual bell atas objek tanah tersebut dengan tata
cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan
Peraturan perundang-undangan sebagal berikut.

a. Pembelian tanah melalul pelelangan umum atau;

b, Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(sesuai dengan kelentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun
1997) atau

c. Pembelian terhadap tanah milik adatlyang belum terdaftar yang
dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:

_ Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui
Kepala desa/Lurah setempat).

. Didahului dengan penefitian mengenai status Tanah Objek jual
beli adalah milik Penjual.

- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

99.2. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan
objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
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s, Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang
menjadi objek jual beli sesual dengan bukti kepemilikannya, atau;

b, Tanah/objek yang diperjualbelikan tidak dalam status disita, atau;

c. Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status
jaminan/ak tanggungan, atau;

d. Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan
dari BPN dan Riwayat Hubungan hukum antara tanah tersebut
dengan pemegang sertifikat.

24, Bahwa berdasarkan hal hal tersebut, maka dapat disimpulkan Tergugat |
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechimatige daad)
sebagaimana yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdata dikarenakan
Tergugat | mengambil surat Tanah yang dikuasai oleh Penggugat dan
menjual tanah yang bukan miliknya kepada Tergugat I sehingga
menyebabkan kerugian terhadap Penggugal yang mana hal lersehut
adalah jelasjelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai
keadilan, yang bertentangan dengan Hukum dan keadilan;

25 Bahwa karena Tergugat [l tetap membeli tanah yang bukan kepunyaan dari
Tergugat | serta Tergugat Il tidak berupaya untuk melakukan penelitian
terlebih  dahulu  terhadap  kepemilikan tanah tersebut serta
mengenyampingkan fakta bahwa tanah tersebut benar kepunyaan dari
Penggugat dan dimana dalam pembelian tanah tersebut tidak dilakukan
terang-terangan yang mana ketika pembelian tanah tersebut banyak
permasalahan hukum diantaranya ada prosas yang salah dalam pembelian
tanah, Pengurusan surat Tanah, letak Lokasi dan yuridiksi Desa dalam.
perkara objek aquo dan ditambah tidak ketahui serta tidak ditandalan%]anl
oleh sepadan tanah yang bernama ARl EKA WAHYUDA yang juga
merupakan anak Kandungd dari Penggugat, maka jelas Tergugat 1l telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana
yang lerdapat pada pasal 1385 KUHPerdala dan juga Tergugat Il
merupakan pembeli yang tidak beritikad baik sebagaimana pembeli yang
harus dilindungi menurut FPeraturan perundang-undangan maka dari itu jual
beli Tanah antara Tergugat | dan Tergugat |l di anggap tidak pernah ada
atau batal demi Hukum;
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56, Bahwa dikarenakan Tergugat | telah melakukan Perbuatan melawan
Hukum (onrechimatige daad) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1365
KUHPerdata maka mengakibatkan jual beli antara Tergugat | dan Tergugat
Il dianggap tidak pernah ada atau batal demi Hukum Kkarena tidak
terpenuhinya syarat sah suatu Jual beli sebagaimana yang terdapat pada
pasal 1320 KUHPerdata, maka sudah sepantasnya Tergugat Il dibukum
ﬁntuh menyerahkan objek tanah yang terletak di Muara Jalai, RT 005 RW
009 Kelurahan Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar,
seluas 19.716 M2 dengan alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Hugi.
(SKGR) dengan Nomor: 593 83/SKGR/DM/2018/23 atau SKGR Regestrasi
Kecamatan Kampar Utara Nomor: 92/SKGR/KUNII2018 tertangal 19 Juli
2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat Il
dan diketahui oleh Camat Kampar Utara Selaku Tergugat V kepada
Penggugat sebagaimana objek Perkara aguo; |

27. Bahwa untuk diketahui berdasarkan pada pasal 1320 KUHPerdata dimana
kesepakatan jual beli antara Tergugat | dan Tergugat Il lidak dilanda,m mEhi
niat yang baik dimana terkait dengan Objek a gquo adalah milik dari
Penggugat dan Tergugat | adalah bukan orang yang berhak dalafnl
melakukan jual beli dalam perkara a gou ditambah Bahwa objek perkara ini
bertentang dalam undang undang karena ada proses yang salah dalam jual
beli, lokasi yang salah, surat yang salah yang dikeluarkan oleh Tergugat V!
dan diketahui oleh Tergugat IV dalam perkara & gou,

28 Bahwa dengan ini dapat disimpulkan Surat Keterangan Pelimpahan Hak
dengan MNomor. 5483 83/SKPH/DT.PB2021/017 yang dikeluarkan ul_e.h
Datuk Panglima Besar Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Air Tiris
kecamatan Kampar Selaku Tergugat V1 yang disetujui oleh penghulu adat
Persukuan Domo dalam kenegerian Air Tiris Imam Datuk Rajo Malano yang
diterangkan oleh Zainal Ajik Datuk Panglima Besar Selaku Tergugat VI dan
diketahui Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum, Maka tidak
mempunyai kekuatan Hukum mengikat atau batal demi Hukum;

29, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 K.U.H.Perdata menegaskan
bahwa:
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“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya
unituk menggantikan kerugian tersebut”.

Dengan demikian perbuatan Tergugat | dan Tergugat Il telah mendatanghkan

kerugian bagi Penggugat, baik secara Materiil dan Immateriil, dan apabila

diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
a. Kerugian Materiil |
- Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat karena tidak
dapat menikmati hasil dari tanah tersebut yang terdapat 200 batang
pohon kelapa sawit yang hasil panennya per bulan sebesar
Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sejak juni tahun 2021
hingga sekarang yang jika ditotalkan sebesar: Rp1.200.000,00 x 20
Bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

- Bilaya jasa pengacara terhadap perkara ini sebesar Rp50.000.000,00
{lima puluh juta rupiah}

Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp74.000.000,00 {tujub puluh

empat juta rupiah)

b. Kerugian immateriil .. ‘
Berupa keresahan di dalam keluarga dan tekanan bathin yang d1alfsrm
oleh Penggugat mengakibatkan Penggugat menderita Shock akibat
tanah milik Penggugat dijual tanpa seizin dan sepengetahuan
Penggugat oleh Tergugat | kepada Tergugat 1. Penggugat juga
kehilangan atas waktu dan kenikmatan atas ketenangan hidup yang
seharusnya Penggugat nikmati yang merupakan hak asasi Penggugat
yang dilindungi oleh Hukum, sehingga total kerugian immateriil
Penggugat adalah sejumiah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupe‘[ah];

c. Yang jika ditotalkan keseluruhan kerugian Materil dan Immateril ya.ng
diderita oleh Penggugat sebesar Rp1.074.000.000,00 (satu milyar tujuh
puluh empat juta rupiah) | |

30, Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk meang hmfja,"

Tergugat |l mengalihkan objek perkara aguo, maka sepantasnya rna%eha

hakim Pengadilan Negen Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili Perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservaitoir Beslagh)
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terhadap sebidang tanah yang terletak di Muara Jalai, RT 005 RW 003
Kelurahan Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar,
sajuas 19.716 M2 atas nama Budi Pratomo dengan alas hak berupa Surat
Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor: 593 83/SKGR/MM/2018/23
atau SKGR Regestrasi Kecamatan Kampar Utara MNomor
92/SKGRIKUVIIZ018 tertangal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Muara Jalai selaku Tergugat Il dan diketahui Camat Kampar Utara
selaku Tergugat V,;

91. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat |l
harus dibebani uang paksa (dwangson) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan
putusan;

92 Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan
Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para
Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul; |

33 Bahwa Cugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik
dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Bangkinang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya
oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kernbali dan
upaya hukum lainya {Uitvoorbarbijvoorad); |

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, maka dengan ini Penggugat
memohon dengan hormat sudilah Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat

menentukan har persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Para

Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

MENGADILI:

1. Mengabulkan dan menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; _

2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat | yang mengambil surat tanah ketika
Penggugat melaksanakan ibadah haji ketanah suci dan menjual tanah

i G a
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tersebut kepada Tergugat |l tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat
adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmafige Daad);

3. Menyatakan perbuatan Tergugat |l yang tetap membeli tanah yang bukan
kepunyaan dari Tergugat | serta Tergugat Il tidak berupaya uniuk me!ahuhain
penelitian teriebih dahulu terhadap kepemilikan tanah tersebut E'El"ta-
mengenyampingkan fakta bahwa tanah tersebut benar l-:e‘pun'_.re?an dan
Penggugat dan juga dimana dalam pembelian tanah tersebut tidak dilakukan
terang-terangan yang mana ketika pembelian tanah tersebut bany-ak
permasalahan hukum diantaranya ada proses yang salah dalam pembelian
tanah, Pengurusan surat Tanah, letak Lokasi dan yuridiksi Desa dalamﬁ
perkara cbjek aguo dan ditambah tidak ketahui serta lidak diiandatannlgam
oleh sepadan tanah yang bernama ARI EKA WAHYUDA yang juga
merupakan anak kandung dari Penggugat merupakan Perbuatan Melawan
Hukum (Onrechimatige Daad),

4. Menyatakan Tergugat Il pembeli yang tidak beritikad baik sebagalmana
dalam Surat Edaran Mahkama Agung Nomor 4 Tahun 2016 (SEMA
4/2016)terkait Pengertian dan Syarat Pembeli Beritikad Baik pada poin B
angka 4 ;

5. Menyatakan jual beli antara Tergugat | dan Tergugat || dianggap tidak pemah
ada atau Batal demi Hukum karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum
(Onrechimatige Daad),

6. Menyatakah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Momor:
553.83/SKGR/OM/2018/23, atau SKGR Registrasi Kecamatan Kampar
Utara Nomor: 92/SKG RIKUMNII2018 tertangal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat Il dan diketahul Camat
Kampar Utara selaku Tergugat V yang terletak di Desa Muara Jalai, RT 005
RV 008 Desa Muara Jalai, Dusun Il Padang Tarap Kecamatan Kampar
Utara, Kabupaten Kampar, seluas + 19.716 M2 atas nama Budi Pratomo;

7. Menyatakan Surat Keterangan Pelimpahan Hak dengan Nomaor:
583 83/SKPH/DT.PB2021/017 yang dikeluarkan oleh Datuk Panglima Besar
Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Air Tins Kecamatan Kampar Selaku
Tergugat V1 yang disetujui oleh penghulu adat Persukuan Domo dalam
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kenegerian Air Tiris Imam Datuk Rajo Malano yang diterangkan oleh Zainal
Ajik Datuk Panglima Besar Selaku Tergugat VI dan diketahui Tergugat IV
adalah Perbuatan Melawan Hukum, Maka tidak mempunyai kekuatan
Hukum mengikat atau batal demi Hukum;

8. Menghukum Tergugat Il untuk mengembalikan kepada Penggugat sebidang
tanah yang terletak di Muara Jalai, RT 005 RW 009 Kelurahan Muara Jalai,
Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, seluas 19.716 M2 dengan
alas Hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Momor:
503 R3/SKGR/DM/2018/23, atau SKGR Registrasi Kecamatan I{ampa_r
Utara Nomor: 92/SKGR/KU/NVII2018 tertangal 19 Juli 2018 atas nama Budi
Pratomo yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat Il
dan diketahui Camat Kampar Utara selaku Tergugat V;

4. Menghukum Tergugat i/ untuk mengembalikan Surat Tanah kepada
Penggugat yang terletak di Muara Jalai, RT 005 RW 009 Kelurahan Muara
Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, seluas 19.716 M2
dengan alas Hak Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor:
503 B3ISKGR/OMI2018/23, atau SKGR Registrasi Kecamatan Kampar
Utara Nomor: 92/SKGR/KUNII2018 tartangal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat |Il dan diketahui Camat
Kampar Utara selaku Tergugat V.,

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materl ssbesar
Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan kerugian Im_mateﬂal
sebasar Rpl.l:]ﬂﬂ.ﬂﬂﬂ.mﬂ.ﬂﬂ (satu milyar rupiah) yang jika ditotalkan
kessluruhannya Rp1.074.000.000,00 (salu milyar tujuh puluh empat jula
rupiah) kepada Penggugal yang waijib dibayarkan oleh Tergugat |l sekaligus
secara lunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum
yang tetap (Inkracht Van Gewisjde); ‘

11. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservaitoir Beslagh)
terhadap sebidang tanah yang terletak di Muara Jalai, RT 005 RW 009
Kelurahan Muara Jalai, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar,
seluas 10.716 M2 dengan alas Hak Sural Keterangan Ganti Rugi {SKGR]!
dengan MNomor 593 83/SKGR/IDM/2018/23, atau SKGR HegnstrasE
Kecamatan Kampar Utara Nomor: 92/SKGRIKUNII/2018 tertangal 19 Juli
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2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat Il dan
diketahui Camat Kampar Utara selaku Tergugat V,

12. Menghukum Tergugat Il untuk membayar uang paksa (dwangsom) 5&1:355:_
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai
untuk menjalankan putusan ini,

13. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;

14, Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan teriebih dahulu
meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya
hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbar Bif Vorraad),

15. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara
yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat |l hadir Kuasanya FAKHRY FIRMANTO,
S H., M.H. - ROBERT MERI, §.H., dan MEGAWATI, S.H., Advokat - Konsultan
Hukum pada Law Office Fakhry F. SH, MH & Associates, alamat Jg]an
Sikumbang Jati No. 1A Kel. Tirtasiak Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbary, Frov.
Riau berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2024 yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 1
Februar 2024, Tergugat lll, Tergugat Ill hadir sendiri sedangkan Tergugat |,
Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah hadir dan tidak
mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu; |

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Momor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dl Pengadilan dengan menunjuk Ersin,
5.H.. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagal Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret
2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugal;
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Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat |l
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI |
Bahwa Tergugat || menolak dengan tegas seluruh dalil-dall yang
dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui
kebenarannya oleh Tergugat Il.

1. Eksepsi Error in Persona

. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak cermat dan haruslah
didiskualifikasi dalam perkara ini, tidak tepat pihak yang digugat
oleh Penggugat, salah, tidak teliti, tidak cermat menentukan
subjek hukum, Tergugat Il tidak tepat untuk digugat karena secara
hukum tidak ada ikatan dan perbuatan apapun antara Penggugat
dengan Tergugat I, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan
ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onivankelik
Verklaard) oleh Majelis hakim dalam perkara ini.

9. Eksepsi Obscuur Libel:

. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak beralasan, tidak jelas
peristiwa hukum dan dasar hukum dari dalil-dalil gugatan serta
kaitan hukumnya, formulasi gugatan ftidak jelas Penggugat
sampaikan dalam gugatannya, sehingga mengakibatkan kabur,
dasar fakta yang dijelaskan tidak terang dan fidak jelas,
mengakibatkan kekeliruan posita dan pefiturn dar gugatan
Penggugat, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan
ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard) oleh Majelis hakim dalam perkara ini.

. Bahwa Penggugat keliru dalam menerangkan rangkaian peristiwa
hukum, dimana tidak jelasnya alasan-alasan yang dikemukakan,
sehingga mengaburkan dalam posita surat gugatan Penggugat
dan menimbulkan kekeliruan hukum. Gugatan Penagugat tidak
beralasan hukum atau tidak terbukti sebagai dasar gugatan,
kabur, dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat
diterima gugatan dari Penggugat {onzegd).
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- Menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul
WHukum Acara Perdata tentang gugatan persidangan, penyitaan,
pembuktian, dan putusan pengadilan” Penerbit PT. Snar Grafika,
April 2005 hataman 448 menjelaskan:

. *Yang dimaksud Obscuur libel, sural Gugatan Penggugat fidak
terang atau isinya gelap (Oundeljk), disebut juga Formulasi
Gugatan yang lidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap
memenuhi syarat folmil, dalil Gugatan harus terang dan jelas atau
tegas (duidelijk)”.

3. Eksepsi Objek:

- Bahwa objek yang dipermasalahkan tidak jelas, objek millk crang,
maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkiaard) oleh
Maijelis hakim dalam perkara ini.

B. JAWABAN - DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat || menolak dengan tegas geluruh  dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui

kebenarannya oleh Tergugat ll, apa yang Tergugat |l telah sampaikan pada
eksepsi diatas agar dinyatakan telah dimasukkan menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara:

1. Bahwa Tergugat || membantah dengan tegas dalil Penggugat pada
poin 1, 2, 3, dan 4, yaitu Penggugat tidak memiliki hak atas tanah
herdasarkan SKGR No: 92/SKGR/KUNINZ018 tanggal 19 Juli 2018
An. BUDI PRATOMO (Tergugat 1), Penggugat tidak ada hubungan
hukum dalam jual beli dengan H. YUZAMRI YAHYA, yang ada ikatan
saat itu adalah dengan BUDI PRATOMO (Tergugat 1), bukan dengan
Pengqugat, Tergugat |l membantah atas dalil Penggugat hanya
menggunakan nama anak kandungnya, karena Tergugat Il tidak
masuk kedalam ranah rumah tangga antara Bapak dengan Anak
Kandungnya (Budi Pratoma), dan tidak benar Penggugat merawat
tanah/lahan tersebut, karena tanahflahan tersebut sangat semak
belukar sehingga tidak nampak wujud pohon kelapa sawit didalamnya
saat itu {2021 M) dan tidak benar pohon kelapa sawit itu sebanyak 200
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batang, karena sudah fidak nampak dan sudah banyak yang mati
pohon tersebut akibat kayu-kayu semak belukat yang tinggi-tinggi
didalam areal tanah/lahan tersebut, saat Tergugat Il membeli
tanahfahan aquo dari penjual Budi Pratomo di tahun 2021 tanahflahan
sangat parah semak belukar gambut tebal didalam tanahflahan
tersebut,

2 Bahwa secara tegas Tergugat |l membantah dalil Penggugat pada
poin 5 dan 6, karena menurut logika hukum, azaz-azaz perjarjian
Tergugat | secara sah dan Administrasi memiliki alas hak dan
menguasai, memiliki hak sebidang tanah/lahan perkebunan kelapa
sawit yang tidak terurus saal iy, sehingga pantas Tergugat |
menguasai surat alas hak atas nama beliau tersebut serta tidak benar
tanah/lahan tersebut dirawat cleh Penggugat, karena tanahi/lahan
tersebut semenjak lama tidak terawat (terabaikan), tidak dikelcla
karena ada beberapa factor antara lain riwayat permasalahan Para
petani/pemilik lahan dahulunya disana bersama Pola KKPA mitra
dengan PT. Peputra Masterindo terjadi konflik kemitraan, sehingga
tanah/lahan milik Tergugat | tidak terawat dan semak belukar sangat
parah diatas tanahflahan tersebut sampai Tergugat Il membeli di
Tahun 2021;

3. Bahwa Tergugat Il membantah dalil Penggugat pada poin 7, surat
tanah/lahan atas nama Tergugat I/milik Tergugat | seutuhnya,
sehingga tidak perlu izin, jika mengkonfirmasi kepada orang tua atau
sejenis komunuikasi lain antara Tergugat | dengan Penggugat ya itu
sah-sah saja, karena orang tua kandung Tergugat |, tetapi tidak wajib
meminta izin kepada Penggugat terkait hak milik Tergugat |, untuk hal
harga juga tidak ada kewajiban siapapun kalau sekiranya terjadi
kesepakatan dalam jual beli, entah itu mahal, entah itu sangat murah
sekali, jadi tidak ada ketentuan yang mengikat atau memaksa Para
pihak dalam jual beli;

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata Perjanjian jual beli
adalah perjanjian antara penjual dan pembeli, dimana penjual
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu
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barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya uniuk
membayar harga barang itu, sera ketentuan Pasal 1320
KUHPerdata telah dipenuhi segala unsur-unsur sahnya suatu
perjanjian jual beli Tanah/Lahan, Penjual dan Pembeli berasazkan
“Kebebasan Berkontrak, Konsesualisme, Kepastian  Hukum,
Kepribadian™;

5 Bahwa Tergugat || membantah dalil gugatan Penggugat pada poin &,
g, dan 10, secara teknis dan yuridis yang diakibatkan dari tidak adanya
penetapan, penegasan batas administratif Desa Muara jalai dengan
Desa Sungai Jalau atau wilayah Pemerintahan Desanya, sehingga
tidak tertibnya administrasi seperti surat-surat, jika untuk keperiuan
tertib administrasi, tentu Tergugat I menyatakan berikhtikad baik dan
kooperatif untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku, dan merevisi
administrasi yang tidak tertib bersama dengan Pemerintahan Desa
tersebut. Bahwa uraian administrasi yang dilakukan dalam proses
pembelian tanah/lahan oleh Tergugat |l kepada Tergugat | adalah
bentuk wujud taat hukum, baik secara Individu, Negara, Adat, dimana
memiliki dasar-dasar atas kepemilikan yang diakui oleh MNinik
Mamak/Datuk Masyarakat Adat Kenegerian Aif Tiris Lama yang telah
diakui di Kabupaten Kampar, oleh karena itu tidak ada hal yang
terlarang/gelap yang dilakukan dalam jual beli antara Tergugat | dan
Tergugat |l, dengan adanya rangkaian/satu kesatuan administrasi ini
makin menguatkan dan meyakinkan legalitas atas objek tanah/lahan
tersebut, sehingga pembeli merasa yakin akan keabsahan okjek jual
beli yang dijual Tergugat I Bahwa dikarenakan adanya jual h-el'f
diwilayah Pemerintah Desa Sungal Jalau, maka secara administras!
dibekukanlkah surat lamanya sepengetahuan Tergugat |, bukan fisik
surat dikuasal tanpa kewenangan, fisik objek/tanah lahanpun fidak
diketahui secara administrasi  keberadaan dimana wilayah
administrasinya, karena wilayah administratif antara Desa Muara Jalai
dan Desa Sungai Jalau masih simpang siur, maka dari itu, jika
diperlukan revisi - perbaikan Administrasi maka Para Pihak taat akan
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hal tersebut, dan periu ditegaskan tidak ada menguasai fisik Surat
dalam hal inf;

6. Bahwa Tergugat Il membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 11,
Penggugatiah yang iidak cermat dan melakukan perbuatan
penyerobotan diatas hak orang, mengaku-ngaku meliki hak dalarnf
perkara aquo. Tergugat IV melaksanakan tugas fungsi sebagal
perwakilan tangan Pemerintah, sesuai prosedur, Penggugat keliru dan
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat Il dan
kepada Pihak-pihak yang dituduhkan oleh Penggugat tanpa dasar dan
alasan hukum yang jelas, kabur dalam bertindak, sehingga dalam hal
ini Tergugat 1l berdampak mengalami Kerugian atas perbuatan
Penggugat dalam perkara aquo, tidak ada perbuatan lerlarang yang
dilakukan oleh Tergugat | dan Tergugat Il/pihak lainnya berdasarkan,
Tergugat | lidak khilaf, dalam keadaan sehat, tanpa paksaan atau
penipuan dan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata,

% Bahwa Tergugat Il membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 12,
tidak terdapat ketentuan yang mengikat berdasarkan Permendagri No:
45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa,
Tergugat Il tidak mengetahui dan tidak melihat peta batas Desa antara
Desa Muara Jalai dan Desa Sungal Jalau, marketing tanahflahan
tersebut membolehkan seketika ity di Tahun 2021 tersebut untuk
membuat administrasi di Desa Sungai Jalau dan ditambahkan
penegasan dari Ninik Mamak Tanah Ulayat Kenegerian Ajr Tiris Lama,-
tidak pemah Tergugat Il mengetahui KKPA MJ2, hanya mengetahui
EUDerHATDMG selaku Pemilik/Penjual sebidang tanah/lahan di Blok
10 Desa Sungai Jalau, karena Tergugat |l juga polos tidak memahami
administrasi secara lengkap atau secara hukum, yang diketahui cleh
Tergugat I, Penjual siapa? Suratnya apa? lahan mana? Tergugat |l
membeli sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah
termasuk biaya surat dan biaya marketing tanah dengan total nilai
tersebut saat itu. Bahwa Surat Kelerangan Kepala Desa Muara Jalai
apakah sudah sejalan dengan Ruh Permendagri Mo: 45 Tahun 2016
Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa dan Surat Keterangan
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Nomor: 140/DM-UMF2024/004 Tanggal 15 Januari 2024 itu tidak
cermat, tidak teliti serta tidak lengkap, hanya menerangkang pada Blok
10 KKPA MJ2, ini cacat keterangan tersebut menurut hokum karena
antara Tergugat | dan Tergugat Il mengikatkan diri di Tahun 2021, lebih
tua jual beli dari pada Surat Keterangan Desa tersebut;

8. Bahwa Tergugat Il membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 13,
14 dan 15, dalil ini berulang-ulang Penggugat sampaikan, dan telah
Tergugat |l jawab pada jawaban sebelumnya, karena tugas dan fungsi
serta kewenangan adalah melayani masyarakat, baik masyarakat sipil
dan masyarakat adat, oleh karena Tergugat Il membeli lahan di
wilayah adat kekuasaan Panglirma Besar wilayah adat Kenegerian Air
Tiris Lama, maka proses administrasi tersebut sangat menguatkan
bagi Tergugat Il pada tahun 2021,

9 Bahwa Tergugat Il membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 16,
17, 18 dan 19, Penggugatlah yang keliru dan seenak mulutnya
membuat penawaran penyelesaian masalah, Penggugat ada masalah
dengan anaknya bernama Budi Pratomo, kenapa membuat rugl
Tergugat I, Penggugat serakah, licik, mau dapat uang banyak sepihak
dengan melabrak hak-hak orang, semena-mena terhadap Tergugat ||
(menganggap Tergugal Il lemah, miskin, karena pemah menjadi
pexerja/pakebun Penggugat dahulu}, zolim kepada Tergugat |,
sampailah pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Bangkinang,
Penggugat juga masih tetap sombong mau enak mulutnya membuat
penawaran, sehingga lidak tercapai mediasi, padahal Tergugat Il rlnau
menyelesaikan secara musyawarah mufakat, tetapi Penggugat tidak
mau dan menolak dengan sombongnya. Tergugat Il tegaskan secara
fakta tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, Penggugat salah
alamat, seharusnya anak kandungnya jika dia ada masalah, bukan
dengan Tergugat |, akibat Perbuatan Penggugat saat ini ke'ped?
Tergugat |I, Tergugat |i mengalami kerugian yang barnyak, baik mateni
maupun Inmaterii;

10. Bahwa Tergugat |l membaniah dalil gugatan Penggugat pada poin 20,
21 dan 22, Tergugat Il fidak mengetahui secara akurat, karena
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Tergugat Il bukan keluarga Penggugat yang tinggal satu rumah tempat
tinggal dengan Penggugat, tidak ada hasil TBS kelapa sawit tersebut
dahulunya, dan tidak ada peristiwa yang memaksa karena TBS kelapa
cawit tidak ada, yang ada dahulu semak belukar gambut tebal,
kebohongan yang dibuat/fitnah yang dibuat cleh Penggugat kepad'a_
Tergugat |, Tergugat Il menguasai tanah/lahan berdasarkan jual beli
kwitansi tanda terima uang tanggal 15 Juli 2021 Jo Surat Keterangan
Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Mo:
503/DT.PB/SKPTUNIIF2021/016 Tanggal 09 Juli 2021 An. ISNGADI,
saat itu slatus tidak bersengketa seria untuk saksi ARl EKA
WAHYUDA ada menanda tangani dilembar yang lain saat surat
tersebut terbit;

11. Bahwa Tergugat |l membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 23,
24, dan 25, Tergugat Il dengan Tergugat | telah melaksankan
ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata Jo Pasal 1320 KUHPerdata Jo
Pasal 1238 Ayat (1) KUHPerdata, serta telah memenuhi dan
berikhtikad baik berdasarkan SEMA Ma: 4 Tahun 2016 poin B angka
4. Bahwa Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum kepada Tergugat Il dan melanggar nilai-nilal keadilan. Bahwa
berdasarkan pengakuan Tergugat | dan meneliti Surat-surat yang ada
maka beranilah Tergugat Il membeli tanah/lahan milik Tergugat | serta
sekali lagi ART EKA WAHYLUDA ikut menandatangani, akan tetapi ada
yang terlewat salah satu lembaran disurat yang tidak tertandatangani;

12. Bahwa Tergugat Il membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 26,
Penggugaliah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengakibatkan kerugian
dan penderitaan bagi Tergugat |l saat ini, dan demi keadilan
perdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Tergugat |l akan
mempertahankan hak milik Tergugat |l sampai kapanpun, yang
Tergugat dapatkan dengan bersusah payah, peluh keringat, uang
tenaga yang telah dikorbankan demi hak milik Tergugat 11,

13. Bahwa Tergugat Il membantah dali gugatan Penggugat pada poin 27
dan 2B, saat ini objek dalam perkara aquo adalah hak millk Tergugat |
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yang dipercleh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tidak ada
yang salah, mumi ini adalah kebenaran yang sebenarnya berdasarkan
fakta- fakta, Bahwa kwitansi tanda terima uang tanggal 15 Juli 2021 Jo
gurat Keterangan Riwayal Pemilikan/Penguasaan Tanah No
503/DT PBISKPTU/MNII/2021/016 Tanggal 09 Juli 2021 An. ISNGADI
Jo Surat Keterangan Pelimpahan Hak Mo
593 .83/SKPH/DT. PBVIN2021/017 Jo Surat Keterangan Kepemilikan
Tanah No: 593/DT.PB/SKKTNVINO16 Jo Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah MNo: 593/SKPPT/D-SJVIN2021/015
adalah sah dan berharga menurut hukum;

14. Bahwa Tergugat!l membantah dalil gugatan Penggugat pada poin 29,
Tergugat || tidak ada melanggar yang berhubungan dengan Pasal
1365 KUHPerdata dan kepada Penggugat, Penggugatlah yang telah
melakukan pelanggaran Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia: berburyi
“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi
orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena
kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut *.

Oleh karena itu, atas perbuatan melawan hukum Penggugat kepada
Tergugat Il Tergugat |l mengalami kerugian yang nyala dan
penderitaan yand apabila dihitung yakni:

Kerugian materiil:

- Pembelian tanah/lahan - Rp75.000.000,00
_ Tebang tebas semak belukar - Rp5.000.000,00
- Staking alat berat gali parit . Rp25.000.000,00
- Beli bibit 100 batang x Rp50.000,00 - Rp5.000.000,00
- Beli pupuk dalam 2 tahun + Upah © Rp20.000.000,00
- Beli racun + Upah . Rp3.000.000,00
- Dperasional - Rp5.000.000,00
Kerugian materiil: Rp1 18.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta
rupiah).

Kerugian Inmaterii: Bahwa akibat perbuatan Penggugat
sebagaimana disebut diatas, Tergugat |l nyata diserobot haknya,
tertindas, dizolimi, dicemarkan nama baik atas prilaku yang benar
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(difitnah), dipermalukan dan mengalami tekanan lahir dan batin akibat
perkara ini dan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat, jika dinilal
dengan uang kerugian Inmateril yang diderita Tergugat Il yakni
sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang harus dibayar
Penggugat kepada Tergugat Il seketikaflangsung.

TOTAL Keruglan Tergugat I Rp1.138.000.000,00 (satu milyar
seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

15. Bahwa dari uraian diatas secara hukum Penggugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum dan sural gugatan Penggugat harus
dinyatakan ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

16. Bahwa Tergugat || membaniah dengan tegas dalil-dalil surat gugatan
Penggugat untuk selebihnya.

C. DALAM REKONVENSI

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Kenvensi diatas, harus dianggap

dan dinyatakan sudah dimasukkan dalam Rekonvensi dan merupakan safu

kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rekenvensi ini. Bahwa Tergugat 1l

dalam Konvensi saat ini menjadi Penggugat |l Rekonvensi Penggugat

dalam Konvensi Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat || Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada
hubungan hukum, pengikatan hukum dan ataupun melakukan kegiatan
bersama;

5 Bahwa Penggugat || Rekonvensi memiliki tanahflahan berdasarkan
Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Fenguasaan Tanah Nao:
593/DT.PE/SKPTUNII2021/016 Tanggal 09 Juli 2021 An. ISNGADI
yang terletak di Blok 10 dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Jalau
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar luas: 19.716 M2,

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak atas tanahflahan, yang
memiliki hak yakni anak kandungnya bernama Budi Pratomo
berdasarkan SKGR MNo: 02/SKGRKUMNIFZ018 tanggal 19 Juli 2018 An.
BUDI PRATOMO, Tergugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum
dalam jual beli dengan H. YUZAMRI YAHYA, yang ada ikatan saat itu
adalah dengan BUDI PRATOMOG, bukan dengan Tergugat Rekonvensi,
Penggugat Il Rekonvensi membantah atas dalil Tergugat Rekonvensi

Halaman 25 dari 68 Putusan Pardata Gugatan Naomar 5Pt G/R2024FN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



menggunakan nama anak kandungnya saja, karena Penggugat |l
Rekonvensi tidak masuk kedalam ranah rumah tangga antara Bapak
dengan Anak Kandungnya, dan tidak benar Tergugat Rekonvensi
merawat tanahflahan fersebut, karena tanahflahan fersebut sangat
semak belukar sehingga tidak nampak wujud pohon kelapa sawit
didalamnya saat itu dan fidak benar pohon kelapa sawit itu sebanyak
200 batang, karena sudah tidak nampak dan sudah banyak yang matfi
pohon tersebut akibat kayu-kayu semak belukat yang tinggi-tinggi
didalam areal tanah/lahan tersebul, saat Penggugat I Rekonvensi
membeli tanahflahan aque di tahun 2021 sangat parah kondisi semak
belukar gambut tebal didalam tanah/lahan tersebut]

4. Bahwa menurut logika hukum, Budi Pratorno secara sah, secara
Administrasi memillki alas hak dan memiliki hak milk sebidang
tanahfiahan perkebunan kelapa sawit yang tidak ferurus saat itu,
sehingga pantas Budi Pratomo menguasai, karena memiliki surat alas
hak atas nama beliau (Budi Pratomo) tersebut serta tidak benar
tanah/lahan tersebut dirawat oleh Tergugat Rekonvensi, karena
tanahfiahan tersebut semenjak lama tidak dirawat, tidak dikelola karena
riwayat permasalahan Para petani/pemilik lahan dahulunya bersama
Pola KKPA mitra dengan PT. Pepuira Masterindo terjadi konflik,
sehingga tanah/lahan milik Budi Pratomo tidak terawal dan semak
belukar sangat parah diatas tanah/lahan tersebut;

& Bahwa surat tanahflahan atas nama Budi Paratomo sendiri, bukan atas
nama Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak perlu izin, jika
mengkonfirmasi kepada orang tua atau sejenis komunuikasi lain antara
Budi Paratome dengan Tergugat Rekonvensi ya itu sah-sah saja, tetapi
tidak wajib meminta izin kepada Tergugat Rekonvensi terkait hak milik
Budi Pratomo, dimana telah memiliki alas hak atas nama Budi
Paratomo, untuk hal harga tidak ada kewajiban siapapun kalau
sekiranya terjadi kesepakatan dalam jual beli, entah itu mahal, entah itu
sangat murah sekall, jadi tidak ada ketentuan yang mengikat atau
memaksa Para pihak dalam jual beli tersebut, apa yang telah dilakukan
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Penggugat || Rekonvensi sudah sesuai dengan hukum yang berlaku
dan norma hukum adat yang ada di Kenegerian Air Tiris Lama;

g Bahwa menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata Perjanjian jual beli
adalah perjanjian antara penjual dan pembell, dimana penjual
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu
barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk
membayar harga barang it

7. Bahwa Penggugat |l Rekonvensi menerangkan secara teknis dan
yuridis yang diakibatkan dari tidak adanya penetapan, pen&gasan‘bataﬁ
administratif Desa Muara jalai dengan Desa Sungai Jalau atau wilayah
Pemerintahan Desanya, sehingga tidak tertibnya administrasi seperii
surat-surat, jika untuk keperluan tertib administrasi, teniu Penggugat Il
Rekonvensi menyatakan berikhtikad baik dan kooperatif untuk
melaksanakan ketentuan Yyang berlaku, dan merevisi/memperbaiki
administrasi jual beli tanah Penggugat || Rekonvensi dengan Budi
Pratomo tersebut. Bahwa uraian administrasi (1 bundel berkas) yang
telah dibuat dalam proses pembelian tanahfNahan cleh Penggugat Il
Rekonvensi kepada Budi Pratomo adalah bentuk wujud taat hukum,
baik secara Individu, Negara, Adat, dimana telah memiliki dasar-dasar
atas kepemilikan, teregister dan diakui secara tertulis oleh Mi.nik
Mamak/Datuk Penguasa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kenegerian
air Tiris Lama, dimana telah diakui di Lembaga Adat Kampar (LAK)
Kabupaten Kampar, oleh karena it tidak ada hal yang terlarang/gelap
yang dilakukan dalam jual beli antara Budi Pratomo dan Pengguaat |
Rekonvensi, dengan adanya rangkaian administrasi ini  makin
menguatkan dan meyakinkan legalitas atas objek tersebut, sehingga
pembeli merasa yakin akan keabsahan objek jual beli. Bahwa
dikarenakan adanya jual beli diwilayah Pemerintah Desa Sungai Jalau,
maka secara administrasi dibekukan surat lama yang dimilki oleh Erud.i
Pratomo karena telah terjadi jual beli dengan Penggugat |l Rekonvensi,
fisik objek/tanah lahanpun tidak diketahui secara administrasi karena
wilayah administrafif antara Desa Muara Jalai dan Desa Sungai J't!'lau
masih simpang siur, maka dari itu, jika diperiukan revisi - perbaikan
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Administrasi maka Para Pihak taal akan hal tersebut, da_n_ pgﬂu
ditegaskan lidak ada menguasai fisik Surat dalam hal ini oleh
Pemerintahan Desa;

£, Bahwa Tergugat Rekonvensi yang ftidak cermat dan rnel,a'kukan
perbuatan penyerchotan diatas hak orang, mengaku-ngaku meliki habf
dalam perkara aquo. Para pihak terkait melaksanakan tugas fungsi
sebagai perwakilan tangan Pemerintah, sesuai prosedur, Tergugat
Rekonvensi keliru dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
kepada Penggugat li Rekonvensi dan kepada Pihak-pihak yang
dituduhkan oleh Tergugat Rekonvensi tanpa dasar dan alasan hukum
yang jelas, kabur dalam bertindak, sehingga dalam hal ini Fen@ugat I
Rekonvensi berdampak langsung dan mengalami Kerugian atas
perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo, tidak ada
perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Budi Pratomo dan Penggugat
1l Rekonvensi/pinak lainnya, Budi Pratomo tidak khilaf, dalam keadaan
sehat, tanpa paksaan atau penipuan dan berdasarkan Pasal 1320
KUHPerdata dalam hal jual beli tersebut;

g, Bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengikat berdasarkan
Permendagri No: 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penegasan
Batas Desa, Penggugat |l Rekonvensi tidak mengetahui dan ti.dak.
meiihat peta batas Desa antara Desa Muara Jalai dan Desa Sl-ll'lgﬂl.
Jalau, marksting tanah/lahan tersebut membolehkan seketika itu di
Tahun 2021 tersebut untuk membuat administrasi di Desa Sungai Jalau
dan ditambahkan penegasan dafi Minik Mamak Tanah Ulayat
Kenegerian Air Tiris Lama, tidak pernah Penggugat || Rekonvensi
mengetahui KKPA MJ2, hanya mengetahui BUDI F’RHTDMQIEHBHU
Pemilik/Penjual sebidang tanah/lahan di Blok 10 Desa Sungai Jalau,
karena Penggugat i Rekonvensi juga polos tidak memahami
administrasi secara lengkap atau secara hukum, yang diketahui oleh
Penggugat 1l Rekonvensi, Penjual siapa? Suratnya apa? lahan man.a?
Penggugat Il Rekonvensi membeli sebesar Rp75.000.000,00 {tu!uh
puluh lima juta rupiah) sudah termasuk biaya surat dan biaya marketing
tanah dengan total nilai tersebut saat itu;
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10. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang keliru dan seenak mulutnya
membuat penawaran penyelesaian masalah kepada Penggugat |l
Rekonvensi, serakah, licik, mau dapat uang banyak sepihak dengan
melabrak hak-hak orang, zolim, dan pada akhimya sampailah pada
saat mediasi di Pengadilan Negeri Bangkinang, Tergugat Rekonvensi
juga masih tetap sombong mau enak mulutnya mernbuat penawaran
penyelesaian, sehingga tidak tercapal mediasi tersebut, padahal
Penggugat i Rekonvensi mau menyelesaikan secara musyawarah
mufakat, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mau dan menolak dengan
sombongnya. Penggugat || Rekonvensi tegaskan secara fakta tidak ada.
hubungan hukum dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi
calah alamat, seharusnya anak kandungnya jika dia ada masalah,
bukan dengan Penggugat Il Rekonvensi mencari masalah, akibat
Perbuatan Tergugat Rekonvensi saat ini kepada Penggugat |
Rekonvensi, Penggugat 1l Rekonvensi mengalami kerugian yang
banyak, baik materii maupun Inmateriil;

11. Bahwa tidak ada hasil kebun lersebut dahulunya, dan tidak ada yang
memaksa diatas lahan karena TBS kelapa sawit tidak ada, yang ada
dahulu semak belukar, kebohongan demi kebohongan dibuat oleh
Tergugat Rekonvensi dan mengada-ngada diatas objek tanah/lahan
milik Penggugat |l Rekonvensi, Penggugat || Rekonvensi menguasal
tanahflahan berdasarkan jual beli dengan Budi Pratomo, kwitansi tanda
terima uang tanggal 15 Juli 2021, saat itu status tidak bersengketa serta
untuk saksi ARI EKA WAHYUDA ada menanda tangani dilambar yang
lain saat surat tersebut terbit;

12. Bahwa Penggugat i Rekonvensi dengan Budl Pralomo telah
melaksankan jual beli berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata
Jo Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdala, serta
telah memenuhi dan berikhtikad baik berdasarkan SEMA No: 4 Tahun
2016 poin B angka 4. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat I
Rekonvensi dan melanggar nilal-nilai keadilan. Bahwa berdasarkan
pengakuan Budi Pratomo dan menelii Surat-surat yang ada maka
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beranilah Penggugat || Rekonvensi membeli tanah/iahan milik Budi
Pratomo tersebut, serta ARI EKA WAHYUDA ikut menandatangani,
akan tetapi ada yang terlewat eqlah satu lembaran disurat yang tidak
tertandatangani oleh Ari Eka Wahyuda; |

13 Bahwa Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan
melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang
mengakibatkan kerugian dan penderitaan bagi Penggugat Il
Rekonvensi saat ini, dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa Penggugat || Rekonvensi akan mempertahankan hak milik
Penggugat || Rekonvensi sampai kapanpun;

14. Bahwa kwitansi tanda terima uang tanggal 15 Juli 2021 Jo Sural
Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 593/0T.PB/
SKPTUMVINZ021/016 Tanggal 08 Juli 2021 An. ISNGADI Jo Surat
Keterangan Pelimpahan Hak No: 503 83/SKPH/DT.PBVIF2021/017 Jo
Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No: 593/DT.PBISKKT/VIIO1E Jo
Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah MNo:
509/SKPPTID-SJ/VIII2021/015  adalah sah dan berharga menurut
hukum dalam proses jual beli antara Budi Pratomo dengan Penggugat
Il Rekonvensi;

15. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Il
Rekonvensi, sehingga menimbulkan kerugian yang nyata, pendentaan
bagi Penggugat || Rekonvensi, Tergugat |l tidak ada melanggar yang
berhubungan dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan kepada Penggugat,
Penggugatiah yang telah melakukan pelanggaran Pasal 1365
KUHPerdata Indonesia: berbunyi “Tiap perbualan yang melanggar
hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang
menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti
kerugian tersebut ™.

Oleh karena itu, atas perbuatan melawan hukum Penggugat kepada
Tergugat I, Tergugat Il mengalami kerugian yang nyata dan
penderitaan yang apabila dihilung yakni:
Kerugian materiil:
- Pembelian tanahflahan - Rp75.000.000,00
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- Tebang tebas semak belukar : Rp5.000.000,00

- Staking alat berat gali parit - Rp25.000.000,00

- Beli bibit 100 batang x Rp50.000,00 :  Rp5.000.000,00

- Beli pupuk dalam 2 tahun + Upah . Rp20.000.000,00

- Beli racun + Upah . Rp3.000.000,00

- Operasional - Rpﬁ.nﬂﬂ.um,ﬂﬂ_ |
Kerugian materiil: Rp138.000,000,00 (seratus tiga puluh delapan jula
Rupiah).

Kerugian Inmaterii: Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rek-un'uensi
sebagaimana disebut diatas, Penggugat || Rekonvensi n'w,ratal diserobot
haknya, terfindas, dizolimi, dicemarkan nama baik atas pnlaku yan_g
benar (difitnah), dipermalukan dan mengalami tekanan lahir dan batin
akibat perkara ini dan perbuatan melawan hukum oleh Tergug_at
Rekonvensi, jika dinilai dengan uang kerugian Inmateriil yang diderita
Penggugat Il Rekonvensl yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) yang harus dibayar Penggugat kepada Penggugat I
Rekonvensi seketikaflangsung.

16. Bahwa supaya gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia, dan Tergugat
Rekonvensi fidak menyalahgunakan objek agquo, maka sudah
sepatutnya diletakkan Sita Jaminan atas objek aquo berdasarkan Surat
Keterangan  Riwayat Pemilikan/Penguasaan  Tanah No:
£93/DT,PBISKPTU/ VIII2021/016 Tanggal 09 Juli 2021 An. ISNGADI Jo
Surat Keterangan Pelimpahan Hak [+
£63 §3/SKPH/DT PENVIN2021/017 Jo Surat Keterangan Kepemilikan
Tanah MNo: 593/DT PBISKKTAVIND1E Jo Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah Mo 503/SKPPT/D-SJVIN2021/015;

17. Bahwa karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik
kepada Penggugat |l Rekonvensi, telah melakukan perbuatan melawan
hukum kepada Penggugat Il Rekonvens! dan sudah cukup banyak
menderita, maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi dihukum
untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah) untuke setiap hari keterlambatan atau kelalalan
melaksanakan isi putusan Pengadilan kepada Penggugal I
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Rekonvensi, terhitung semenjak putusan datam perkara ini berkekuatan
hukum tetap (Inkrach! Van Geweijsde) sampal dengan Tergugat
Rekonvensi memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat |l
Rekonvensi menurut putusan dalam perkara ini;

18. Bahwa Tergugat Rekonvensl telah melakukan kesalahan dan
melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat |l
Rekonvensi;

19. Meminta kepada Tergugat Rekonvensi tidak masuk, tidak memanen
huah kelapa sawit, tanpa hak diatas jahanftanah milik Penggugat |l
Rekonvensi saat ini dan dikemudian hari;

20. Bahwa mengingat Gugatan Penggugat |l Rekonvensi ini didukung cleh
pukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya
Penggugat || Rekenvensi mohon agar terhadap putusan ini dapat
dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada
upaya hukum lainnya; -

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas, serta didukung oleh h1?=ktl|-
bukti outentik, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Ma!,ehs
Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan memberikan
Putusan dengan amar sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Il untuk seluruhnya;

7. Menyatakan secara hukum surat gugatan Penggugat Error In Farsnr!.a
dan haruslah ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onfvankelijk
Varklaard), |

3. Menyatakan secara hukum surat gugatan Penggugat Obscuur Libel ::I.e_m
menurut hukum haruslah ditolak  atau tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelik Verklaard), |

4. Menyatakan secara hukum surat gugatan Penggugat Objek haruslah
ditolak atau fidak dapat diterima (et Ontvankelijk Verklaard),

B. JAWABAN - DALAM POKOK PERKARA:
1 Menolak dan tidak dapat diterima surat gugatan Penggugat untuk

seluruhnya;
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2. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat Il bukaniah Perbuatan
Melawan Hukum kepada Penggugat;

3. Menyatakan jual beli tanahfiahan Budi Pratomo dan Tergugat Il sah
berdasarkan kwitansi tanda terima uang tanggal 15 Juli 2021 Jo Surat
Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Mo:
‘EQBJ'DT.F‘BIEKPTUNIUEDMEU'IETanggaI 09 Juli 2021 An. ISNGADI, sah
dan berharga menurut hukum; '

4. Menyatakan  secara hukum  Surat  Keterangan | Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No: £03/DT.PBISKPTUNIN2021/016
Tanggal 09 Jull 2021 An. |SNGADI Jo Surat Keterangan Pelimpahan Hak
No: 593 83/SKPH/DT.PEAVIN2021/017  Jo Surat  Keterangan
Kepemilikan Tanah No: 593/DT PBISKKT/VIIIO16 Jo Surat Keterangan
Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah  MNo:  593/SKPPT/D-
5J/\VII/2021/015 adalah sah dan berharga menurut hukum,

5. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Ganti Rugi No:
82/SKGRKUNIIZ01B Tanggal 19 Juli 2018 An. Budi Pratomo ftelah
dibekukan di Pemerintahan Desa Sungal Jalau Kecamatan Kampar
Utara karena telah  terbit Surat  Keterangan  Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 5g3/DT PBISKPTUMNMI2021/016
Tanggal 09 Juli 2021 An. ISNGADI;

6. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
kepada Tergugat |, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia:
berbunyi “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan mamba':-.fa
kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan keruigian
jtu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tarsebut .

7. Menghukum Penggugat membayar ganti rugi yang nyata diderita oleh
Tergugat || secara langsung/seketika yakni:

Kerugian materiil:

- Pembelian tanah/lahan - Rp75.000.000,00
- Tebang tebas samak belukar . Rp5.000.000,00
. Staking alat berat gali parit - Rp25.000.000,00
. Beli bibit 100 batang x Rp8§0.000,00 - Rp5.000.000,00
- Beli pupuk dalam 2 tahun + Upah - Rp20.000.000,00
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- Beli racun + Upah - Rp3.000,000,00

- Operasional ; Hps.uuu.nuu,ml
Kerugian materiil: Rp138.000.000,00 (serafus tiga puluh delapan juta
rupfah). _
Kerugian Inmaterii: Bahwa akibat perbuatan Tergugat Reknnuenﬁf
sebagaimana disebut diatas, Penggugat || Rekonvensi nyata diserobot
haknya, tertindas, dizolimi, dicerarkan nama baik atas prilaku -,ran_g
benar (difitnah), dipermalukan dan mengalami tekanan lahir dan batin
akibat perkara ini dan perbuatan melawan hukum oleh Tﬂrgug,‘at
Rekonvensi, jika dinilai dengan uang kerugian Inmateriil yang diderita
Penggugat |l Rekonvensi yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (saiu
milyar rupiah) yang harus dibayar Penggugal kepada Penggugat i
Rekonvensi seketika/ langsung;

8. Menghukum Penggugat untuk tidak memasuki, tidak memanen buah
kelapa sawit, menjual, diatas lahan/tanah milik Tergugat Il saat ini dan
dikemudian hari;

9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakar:
terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya {Uitvoerbaar Bij
Voorraad);

10. Menghukum Penggugat untuk membayar onghkos perkara;

C. DALAM REKONVENSL

4 Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi, Penggugat |l
Rekonvensi untuk seluruhnya;

2 Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan
hukum kepada Penggugat Il Rekonvensi;

3. Menyatakan jual beli tanahflahan Budi Pratomo dan Psn-ggugat II.
Rekonvensi sah berdasarkan kwitansi tanda tenma uang tanggal 15 Juli
2021 Jo Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Ne:
-SEBIDT.F'B#SKPTUMI!EDZ'IMI_ETar'pggaIDB Juli2021 An. ISNGADI, sah
dan berharga menurut hukum;

4. Menyatakan secara hukum secara hukum Surat Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah MNo: 503/DT PB/ISKPTUNIN2021/016
Tanggal 09 Juli 2021 An. ISNGADI Jo Surat Keterangan Pelimpahan Hak ‘
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No: 593 83/SKPH/DT.PBVII2021/017 Jo Surat Keterangan
Kepemilikan Tanah No 593/DT.PBISKKT/VIN016 Jo Surat Keterangan
Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah MNo:  S93/SKPPTID-
s J/NVI1/2021/015 adalah sah dan berharga menurut hukum;

5. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Ganti Rugi Mo
g2/SKGRKUMI2018 Tanggal 19 Juli 2018 An. Budi Pratomo telah
dibekukan di Pemerintahan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar
Utara karena ftelah terbit ~Surat  Keterangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah MNo: EQBJDT.PE.IEI-{FTUNHJEGEHME
Tanggal 09 Juli 2021 An. ISNGADI; |

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Mate:nu
yang diderita oleh Pengguaat || Rekonvensi secara langsung/seketika

yakni:

Kerugian materiil:

- Pembelian tanah/fiahan . Rp75.000.000,00
- Tehang tebas semak belukar - Rp5.000.000,00
. Staking alat berat gali parit . Rp25.000.000,00
- Beli bibit 100 batang x Rp50.000,00 : Rp5.000.000,00
- Beli pupuk dalam 2 tahun + Upah © Rp20.000.000,00
- Beli racun + Upah ; Hpa.nnu.qnn,nu
- Operasional - Rp5.000.000,00

Kerugian materiil: Rp138.000.000,00 (seralus liga puluh delapan jula
rupiah).

Kerugian Inmaterii: Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi
sebagaimana disebut diatas, Penggugat |l Rekonvensi nyata diserobot
haknya, tertindas, dizolimi, dicemarkan nama baik alas prilaku yan_g
benar (difilnah), dipermalukan dan mengalami tekanan lahir dan batin
akibat perkara Ini dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat
Rekanvensi, jika dinilai dengan uang kerugian Inmateriil yang diderita
Penggugat |l Rekonvensi yakni sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupian) yang harus dibayar Penggugat kepada Penggugat Il
Rekonvensi seketika/langsung;
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7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek perkara aquo
berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah
No: 593/0T PBISKPTU/VIN2021/018 Tanggal 09 Juli 2021 An. ISNGADI;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak memasuki, memanen,
menjual buah kelapa sawit dan menikmat/ hasil penjualan diatas
lahan/tanan milik Penggugat |l Rekonvensi saat ini dan dikemudian hari.

9., MenghukumTergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa
(Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk seftiap hari
keterlambatan atau kelalaian melaksanakan putusan pengadilan,
terhitung semenjak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap
{Inkracht Van Geweifjsde) sampai dengan Tergugat Rekonvensi
memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat |l Rekonvensi.

10, Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan
terlebin dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (Uivoerbaar Bij
Vioorraad)

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh dalam
putusan perkara ini.

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqua berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeguo Et Bano),

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat |l tersebut Kuasa
Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 22 April 2024 dan
atas Replik Penggugat tersebul Kuasa Tergugat |l tanggal 29 April 2024 telah
mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara
Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil guoatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukli surat yaitu berupa:
{. Fotokopi Surat Karlu Tanda Penduduk Nomor, 14011005016100003 atas
nama Aris, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesual
dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
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2. Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nemor: 14011005016100003 atas nama Aris,
hukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan
aslinya, diberi tanda bukti P-2; .

3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. A5/SKAW-SLM/-2023/045, bukti
surat lersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda bukti P-3;

4 Fotokopl Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 1401-KM-17062021-0005,
bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan
aslinya, diberi tanda bukti P-4; _

5 Bukti Pembayaran penjualan tanah antara Tergugat | dan Tergugat |1, bukti
surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan
fotocopynya, diberi tanda bukti P-5,

% Fotokopi Surat  Keterangan Ganli Rugi (SKGR) Nomor
593 83/SKGR/DM/2018/23 tanggal 13 Juli 2013, bukti surat tersebut
bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesual dengan fotocopinya, diberi
tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor:
593/DT.PBISKKTNVINO16, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah
dicocokan sesuai dengan fotocopi nya, diberi tanda bukti P-T;

8 Fotokopi Surat Keterangan Pelimpahan Hak Mamor:
593 83ISKPHIDT.PBAVIN2021/017, bukti surat tersebut bermaterai cukup,
dan telah dicocokan sesuai dengan fotocopi nya, diberi tanda buktl P-T;

9 Fotokopi Surat Lampiran No. 1 Tahun 2015 Surat Pemyataan dan Perjanjian
Surat Tanah, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan
sesual dengan fotocopi nya, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Nomor Register Camat:
63/SKGRMKUNI/2018, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah
dicocokan sesual dengan fotocopi nya, diberi tanda bukti P-10;

11, Folokopi Surat Keterangan Momor 140/DM-UM/I/2024/004, bukti surat
tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesual dengan aslinya, diberi
tanda bukti P-11;

12, Fotokopi Surat Pemyataan, bukii surat tersebut bermaterai cukup, dan telah
dicocokan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12;
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13,

14

15,

Fotokopi Surat Pernyataan ARl EKA WAHYUD!, bukti surat tersebut
bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, diberi tanda
bukti P-13;

Fotokopi Surat Kartu Keluarga Nomor: 1401100711110016, bukti sural
tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan fotocopi nya,
diberi tanda bukti P-14; |
Fotokopi Surat Kwitansi Bapak Aris uang sejumiah Tiga Puluh Juta Rupiah
Pembelian lahan sawit di Blok 10 Desa Muara Jalai tertangal Muara Jalai 10
Juni 2018, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesual
dengan fotokopi nya, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi

untuk didengar keterangannya dipersidangan,
1. DJAROT PRIHANTO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:

Disclaimer

Bahwa Saksi tahu objek perkara terkait sebidang tanah bertempat di Muara
Jalai;

Bahwa setahu saksi, Penggugat punya 2 (dua) bidang tanah;

Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat bilang tanah objek perkara alas nama
anaknya Tergugat I, ;.
Bahwa Tergugat | menjual tanah objek perkara saksi tahu dari Penggugat;
Bahwa saksi ada berusaha melakukan perdamaian antara Penggugat dan
Tergugat I1; |

Bahwa Saksi ada diajak 2 kali oleh Penggugat kerumah Tergugat Il dan
diterima untuk menyelesaikan masalah objek perkara;

Bahwa Penggugat pada pokoknya untuk  menyelesaikan secara
kekeluargaan; _
Bahwa tanggapan penyelesaian oleh Tergugat Il, Tergugat Il menjawab
tunggu dulu untuk dimusyawarahkan dengan keluarga,

Bahwa saksi disjak lagi oleh Penggugat untuk jumpa Tergugat Il dan
hasilnya pertemuan tersebut tidak terdapat kesepakatan;
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Bahwa Penggugat sanggup membayar pengembalian uang pembelian
tanah dan malah Penggugat sanggup melebihkannya kemudian Penggugat
membayar upah membersihkan lahan objek perkara tersebut]

Bahwa Tergugat | kesehariannya ikut Penggugat dan belum bekerja atau
ikut sama orang tuanya (Penggugat );

Bahwa Penggugat dan Tergugat |l ada akrabnya dulu dan dekat sekali
hubungannya dulu terkait pekerjaan;

Bahwa Penggugat mau membayar pokok Rp70.000.000,00 (tujuh puluh
juta rupiah) dan ditambah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) temyata
Tergugat || meminta Rp250.000,000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
Bahwa Tergugat || melakukan transaksi jual beli dengan Tergugat | bahwa
Penggugat tidak mengetahui; _
Bahwa 2 kavling lahan milik Penggugat dan saksi tahu hanya cerita dari
Penggugat; |

Bahwa cerita Penggugat bahwa Tergugat Il beli tanahiahan wakiu
Penggugat naik haji tahun 2021;

Bahwa Saksi diajak untuk mediasi oleh Penggugat,

Bahwa Saksi mengetahui proses perdamaian Penggugat dengan Tergugat
II; |
Bahwa setahu saksi keinginan Penggugat untuk kembalikan uang Tergugat
Il dan dibayar ganti ruginya;

2 ARIE EKA WAHYUDA, di bawah sumpah menerangkan pada pokeoknya
sebagai berikut:

Bahwa saksi dan Tergugat | adik kandung saksi;

Bahwa saksi Ari Eka Wahyuda pemah tanda tanngan bukti T./I-1 dan Duplik
diterangkan;

Bahwa bukti P-10 benar tanda tangan saksi;

Bahwa jual beli tanah antara T.| dan T.1l dan saksi fidak bertanda tangan;
Bahwa bukti P-6 saksi ada bertanda tangan;

3. MUHAMMAD YANI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut:

Disclaimer
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. Bahwa Saksi pernah menjabat jadi Kepala Desa Muara Jalai tahun 2015
sampai dengan tahun 2021 terakhir bulan September;

. Bahwa Penggugat membeli lahan dari H, Yahya melalui saksi;

- Bahwa lahan objek perkara berada di Desa Muara Jalai,

. Bahwa lahan dibefi 2 (dua} kaviing atas nama Penggugat,

. Bahwa setelah selesai pembelian buat nama anak Penggugat yaitu
Tergugat | kata Penggugat tapi bukan untuk anak Penggugat kata
Penggugat,

. Bahwa lahan tersebut berada di Blok 10 desa Muara Jalai;

- Bahwa lahan tersebut dibeli di Desa Muara Jalai;

. Bahwa bukti P-8, pernah melihat sedangkan P-7,P-8 tidak pemah melihat

. Bahwa Surat tanah yang diterbitkan oleh Zainal Azis di Desa Muara Jalai
tidak pernah ada;

. Bahwa Saksi tidak tahu ada transaksi jual beli;

. Bahwa sekarang harganya objek perkara  tersebut  dialas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa bukti P-6,P-7,P-8 bahwa M. Yahya ke Tergugat | dan tidak ada saksi
bertanda tangan;

_ Bahwa Saksi tahu dari M. Yahya ke Penggugat penjualan lahan;

. Bahwa Saksi sering ke objek perkara; |

. Bahwa setahu saksi Blok 10 sampai dengan Blok 14 Desa Muara Jalai
dalam pengelolaan sawit ke Bukit Sondang;

_ Bahwa saksi tahu lahan dijual dari cerita orang kampung lahan Penggugat
dijual; _

- Bahwa lahan terjual milik Penggugat atas nama Tergugat | setahu saksi,

- Bahwa nama Tergugat | [ahan dimaksud rencana untuk anak Penggugat
buat nama Tergugat | pada tahun 2018;

. Bahwa Saksi berhenti Kades Muara Jalai tahun 2017 di Non Aktifkan dan
pada tahun 2018 aktif kembaili,

- Bahwa saksi tahu buat surat nama lahan atas nama Tergugat | pada saat
aktif buat surat tanah Penggugat alas nama Tergugat I;

. Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan lsterinya fiap hari ke lahan
membersihkannya dan Tergugat | tdak pernah muncul;
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- Bahwa yang menjual Tergugat | tapi suratnya Desa Sei Jalau;

- Bahwa setahu saksi tidak ada perubahan wilayah;

- Bahwa bukti P-15 saksi kenal bukti mengambil uang dari Penggugat setelah
itu antarkan ke Pak Yahya;

- Bahwa bukti T.11-1,2,3,4 saksi tidak pernah melihat;

- Bahwa setahu saksi Lahan dibeli Penggugat dari pak Yahya;

- Bahwa objek perkara di Desa Muara Jalai;

- Bahwa jaraknya Desa Muara Jalai dengan Desa Sei Jalau letaknya
sepadan dan sama-sama kecamatan Kampar Utara;

- Bahwa zaksi menjadi Kepala Desa pada tahun 2016 sampai dengan tahun
2021 saksi sebagai Kepala Desa;

- Bahwa Zainal Azis Datuk Panglima saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi di Non Aklifkan sebagai Kepala Desa karena mendukung Aldo
sebagai Bupati Kampar;

- Bahwa Desa Muara Jalai bahwa Ninik Mamak tidak mengeluarkan surat:

- Bahwa setelah pembelian dan saksi tiap hari ke lahan objek perkara;

- Bahwa Penggugat mengganti tanaman mati saksi sering ke lahan objak
perkara;

- Bahwa Ninik Mamak ada di Kenagarian Air Tiris;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para pihak menyatakan akan
menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat |l untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya
telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Pengasaan Tanah Nomor:
593/SKPPT/D-SJVIIF2012/015 tertanggal Sungai Jalau, 02 Juni 2021, bukti
surat tersebut bermaleral cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda bukti T.11-1;

2, Folokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Momor: 503/0T. PB/SKKT/
VIID16 tertanggal Air Tiris, 09 Juli 2021, bukti surat tersebut bermaterai
cukup, dan tefah dicocokan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I1-2;

3. Fotokopl Surat Keterangan Pelimpahan Hak Momeor: 593.83/SKPH/
DT.PBNVIF20121/017 tertanggal Air Tiris, 09 Juli 2021, bukti surat tersebut
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Disclaimer

10.

H:

bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, diberi tanda
bukti T.lI-3;

Fotokopi Surat Kwitansi tanda terima uang jual beli lahan/tanah di Blek 10
dari Isngadi pembeli kepada Budi Pratomo Selaku Penjual tanggal 15 Juli
2021, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya, diberi tanda bukti T.11-4,

Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Momor: 17711106099820041 atas
nama Hendrisman, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah
dicocokan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.1I-5;

Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Momor
593/SKPPT/D-S./1X/2022/028 tanggal 14 September 2022 an Hendrisman,
bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan
fotokopinya, diber tanda bukti T.11-6;

Fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) No. Reg: 504/SKT/PEM/18 tanggal
0% September 2022 atas nama Hendrisman, bukti surat tersebut bermaterai
cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan fotokopinya, diberi tanda bukti
T.U-T;

Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen Momor Berkas Permohonan:
73793/2022 atas nama Hendrisman, bukti surat tersebut bermaterai cukup,
dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, diber tanda bukti T.11-8;
Fotokopi Surat Hak Milik 04492 atas nama Hendrisman Desa Sungai Jalau,
Surat Ukur Nomor: 04522/Sungai Jalaw/2023 Desa sungai Jalau, bukti surat
tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, diberi
tanda bukti T.II-5;

Fotokopi Surat PBBE an atas nama Hendrisman NOP: 14.06.081.006.003-
8463.0, bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai
dengan aslinya, diberi tanda bukti T.1I-10;

Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Isngadi Nomor: 1401150202650002,
bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan
aslinya, diber tanda bukti T.1-11;

Menimbang, bahwa Tergugat Il telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi

untuk didengar keterangannya dipersidangan;
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1. SUWITO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat | dan dibeli lahan oleh Tergugat ||
tahun 2021dan lahan semak belukar;

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah dibeli Tergugat |1

- Bahwa saksi tahu lahan objek perkara mau dijual dari Narto, Dedi bahwa
lahan tersebut mau dijual oleh Tergugat |;

- Bahwa bulan Juli tahun 2021 saksi beritahu ke Tergugat Il bahwa Tergugat
| mau jual lahan;

- Bahwa Tergugat |l ada lahannya dibslakang objek perkara;

- Bahwa Tergugat Il datang ke objek perkara dan di objek perkara ada
Tergugat I;

- Bahwa lahan objek perkara di Blok 10 Desa Sei Jalau;

- Bahwa transaksi jual beli dirumah Tergugat |l di Bukit Payung;

- Bahwa yang hadir saat transaksi jual beli adalah Saksi, dedi, Narto ada
ditempat transaksi jual beli;

- Bahwa saksi tahu T.Il-4 benar saksi bertanda tangan;

- Bahwa Tergugat | ada dirumah Tergugat II;

- Bahwa uang pembeliah lahan objek perkara Rp75.000.000,00 {tujuh puluh
lima juta rupiah);

- Bahwa Saks| ada kerja membersihkan lahan;

- Bahwa kondisi lahan objek perkara parah dan ditutupi semak belukar;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat | anak kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Tergugat | mau jual lahan objek
perkara dan saksi tanya bagaimanakah dengan Penggugat dan Tergugat |
menjawab bertanggug jawab katanya;

- Bahwa Tergugal | bilang Fak De jangan dibilang ke Bapak (Penggugat)
karena Bapak lagi panik bahwa mamak habis meninggal;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat tapi fidak bilang ke Penggugat
bahwa lahan akan dijual oleh Tergugat I;

- Bahwa lahan objek perkara atas nama Tergugatl,

- Bahwa Saksi tidak ada mendengar lahan milik Penggugat;

- Bahwa Saksi tinggal jarak 3 Kilo meter dari objek perkara;
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- Bahwa selama saksi membersinkan lahan 1 minggu tidak ada yang
komplain,

- Bahwa Saksi melihat surat tanah atas nama Tergugat |;

- Bahwa bukfi P-6 saksi pernah melihat;

- Bahwa saksi melihat yang jual belinya dengan Tergugat | dan Tergugat II;

- Bahwa Saksi ada dikasih uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) cleh
Penjual untuk bersama;

- Bahwa Desa Sei Jalau dengan Desa Muara Jalai berbatas;

- Bahwa Datuk Ninik Mamak ada mengeluarkan surat tanah Desa Sei Jalau
dan Desa Muara Jalai saksi tidak tahu;

- Bahwa setahu saksi Pemilik tanah Tergugat I;

2. FRANS SUNANTO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya ssbagal
berikut:

- Bahwa saksi tahu tanah objek perkara mau dijual pada awalnya Saksi
berangkat mancing dan kebetulan jumpa Dedi dan Tergugat | bilang tanah
mau dijual dan diperiihatkan ke saksi surat tanahnya;

- Bahwa Saksi Suwito tawarkan ke Tergugat || dan Tergugat Il mau membaeli;

- Bahwa Saksi hanya jumpa di objek perkara Dedi, Suwito, Tergugat I;

- Bahwa yang datang kerumah Tergugat Il hanya mas Suwilo dan Tergugat
I;

- Bahwa Tergugat | sebelum menawarkan Objek Perkara dan Tergugat | mau
pinjam uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi tidak ada uang;

- Bahwa saat menawarkan objek perkara Tergugat | berada dilokasi Objek
perkara,

- Bahwa Saksi ada 2 kali jumpa dengan Tergugat | dalam 1 hari bersama
Tergugat |I;

- Bahwa Tergugat Il tertarik membeli lahan agar membuat jalan tidak terpakai
tanah orang lain;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tidak pemah Kkonfirmasi ke
Penggugat bahwa Tergugat | mau menjual cbjek perkara;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para pihak menyatakan akan

menanggapinya dalam kesimpulan;
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Disclaimer

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan mempenelas
letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara
ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeariksaan setempat (plaals opname) pada
tanggal 17 Mei 2024, hal mana telah dipercleh fakia-fakta sebagaimana terurai
dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembukiian, Kuasa Penggugat
dan Kuasa Tergugat Il masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 10
Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita
acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah
termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal
yang diajukan lagl dan mohon putusan,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa di dalam sural jawabannya Tergugat || mengajukan
eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat
Il haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok
perkara,

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara
Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang
menyangkut syarat-syaratfformalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan
mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan fidak
sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak
ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat 1| dalam surat jawabannya telah
mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada
pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona;
2. Eksepsi Obscuur Libef,
3. Eksepsi Objek;
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Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat Il tersebut, Penggugat
telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya dan
Tergugat |l juga telah memberikan tanggapannya di dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat |l tersebuf, selanjutnya
Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Mengenai eksepsi Ermor In Persone dimana surat gugatan Pengggual tidak
cermat dan tidak tepat yang digugat oleh Penggugat, salah, tidak teliti, tidak
cermat menentukan subjek hukum, Tergugat Il tidak tepat untuk digugat
karena secara hukum tidak ada ikatan dan perbuatan apapun antara
penggugat dengan Tergugat |l dan terhadap dalil-dalil eksepsi ini, setelah
Majelis Hakim mencermatinya, menurut Majelis Hakim sudah merupakan
hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya
terlebih lagi apabila pihak tersebut tidak memiliki hubungan langsung dengan
objek sengketa, sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung
Republik Indonesia melalui Putusan MA tanggal 16 Jumi 1971 No.
305K/Sip/1971 yang menentukan: "Bahwa Pengadilan Tinggi fidak
berwenang untuk karena jabatannya menempatkan seseorang yang tidak
digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan
asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatiah yang berwenang untuk
menentukan siapa-siapa yang digugatnya” sehingga menurut Majelis Hakim,
hal tersebut tidak menjadikan tidak tepat pihak yang digugat oleh Penggugat,
oleh karenanya eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak;

2. Mengenai eksepsi Obscuur Libel dimana dalam surat gugatan Penggugat
tidak beralasan, tidak jelas peristiwa hukum dari dalil-dalil gugatan serta
kaitan hukumnya selain itu Penggugat keliru dalam menerangkan rangkaian
peristiwa hukum dimana tidak jelasnya alasan-alasan yang dikemukakan
sehingga mengaburkan dalam posita surat gugatan penggugat dan
menimbulkan kekeliruan hukum dalil-dalil eksepsi ini, setelah Majelis Hakim
mencermati gugatan Penggugat maka Majelis Hakim melihat adanya
kesesuaian antara posita dan petilum dimana dalam gugatan Penggugat
tersebut telah cukup menggambarkan adanya hubungan dan peristiwa
hukum diantara Penggugat dengan Tergugat |, Tergugat |l, Tergugat 1ll dan
Tergugat IV terhadap ohjek sengketa maka Majelis Hakim menilai gugatan
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Penggugat telah jelas sehingga tidak dapat dikatakan kabur/ Obscuur Liba|.
Oleh karenanya eksepsi ini harusiah dinyatakan ditolak;

3. Meangenai eksepsi Objek dimana objek yang dipermasalahkan tidak jelas,
objek milik orang lain setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat
maka Majelis Hakim melihat bahwa objek yang dipermasalahkan sudah tepat
yaitu antara Penggugat dan Para Tergugat, oleh Karena pada saat
Pemenksaan Setempat yang dilakukan pada hari Jumat, 17 Mei 2023 kedua
belah pihak telah menunjuk pada tanah objek sengketa yang sama maka
menurut Majelis Hakim tidak ada kekaburan terhadap letak objek sengketa.
Dengan adanya gugatan Fenggugat yang menguraikan hal tersebut diatas
maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah jelas sehingga tidak
dapat dikatakan tidak jelas mengenai objek gugatan ini. Oleh karenanya
eksepsi ini haruslah dinyatakan ditolak.,

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas,
maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi Tergugat |l tidak beralasan
oleh karena itu harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat |l ditolak karena
tidak berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim selanjutnya akan
mempertimbangkan mengenai pokok perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti yang
termuat dalam sural Gugatan;

Menimbang bahwa, terhadap pemeriksaan parkara ini Majelis Hakim tetap
berpegang teguh pada asas Audi El Alteram Parfemn yaitu mendengarkan
pembuktian kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ada karena adanya Gugatan
Penggugat dan Gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat |l, maka sesuai
hukum yailu Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 BW menentukan bahwa tentang
pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak, dan oleh
karena yang mengajukan sesuatu hak adalah Penggugat maka tentang beban
pembuktian dibebankan pertama-tama kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya dalam gugatannya
mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa
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Muara Jalai, RT 005 RW 009 Desa Muara Jalai, Dusun |l Padang Tarap
Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, seluas + 19.716 M® atas nama
Budi Pratomo Selaku Tergugat |, dimana Tergugat | adalah anak Kandung dari
Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Nomor:
593.83/SKGR/DM/2018/23, tangal 13 juli 2018 atau SKGR Regesirasi
Kecamatan Kampar Utara Nomor: 92[8KGRKUNIIZ018 tertangal 19 Juli 2018
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat Il dan diketahui
oleh Camat Kampar Utara selaku Tergugat V dengan batas-batas tanah milik
Penggugat tersebut sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatas dengan Tanah Jalan-——————— UK 93 M;

bh. Sebelah timur berbatas dengan Tanah ARl EKA
WAHYUDA - UK 212M

¢. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Parit -—e—eeeee UK 93 M

d. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah UJANG DANUS — UK 212M

Bahwa Penggugat telah membeli Tanah Tersebut dar H. Yuzamri Yahya
pada tanggal 13 Juli 2018 dengan alas Hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi
(SKGR) dengan Momor. 583.83/SKGR/DM/Z018/23, atau SKGR Regestrasi
Kecamatan Kampar Utara Nomor: S2[SKGR/KUNIZ018 tertangal 19 Juli 2018
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat |Il dan diketahui
Oleh Camat Kampar Utara Selaku Tergugat W,

Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah tersebut menggunakan uang
Pensiunan Penggugat yakni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dengan menggunakan nama Tergugat | selaku anak kandung Penggugat dalam
pembelian Kebun Kelapa sawit tersebut untuk memudahkan Proses administrasi
dalam pembelian Kebun Kelapa sawit, dimana selama ini kebun Terssbut
Penggugat Kuasai dan Penggugat lakukan Perawataan dan Pemanenan Kebun
Kelapa sawit tersebut;

Bahwa di atas tanah tersebut terdapat + 200 batang pohon kelapa sawit
yang sudah siap panen yang hasil panennya per bulan kurang lebih sebesar
Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana Penggugat telah
melakukan Pemanenan Hingga Juni Tahun 2021, dan Penggugat juga merawat
dan membersihkan Tanah yang dibelinya yang mana fidak ada campur tangan
sedikitpun dari saudara Tergugat | dalam pemeliharaan terhadap tanah tarsebut;
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Bahwa sekiranya pada bulan Juni tahun 2021 Tergugat | secara diam-
diam telah mengambil surat tanah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat
yang mana ketika itu Penggugat sedang melaksanakan ibadah Haji ke Tanah
Suci;

Bahwa sepulangnya menunaikan ibadah Haji keTanah Suci, Penggugat
mulai melakukan aktifitas seperti biasanya dan berkunjung ke tanah miliknya
namun ketika Penggugat berkunjung ke Tanah miliknya tersebut Penggugat
melihat tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I1;

Bahwa setelah Penggugat melinat tanah miliknya telah dikuasi oleh
Tergugat Il, maka Penggugat pun menemui dan menanyakan kepada Tergugat |
terkait tanah tersebut dan ternyata tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat |
tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat kepada Tergugal Il dengan
harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang mana harga tersebut jauh
lebih murah dari harga yang sewajamya pada tahun itu, dan kesepakatan jual
beli tersebut dilakukan dihadapan Tergugat IV tentunya hal tersebut sungguh
merugikan diri Penggugat;

Bahwa sungguh mengherankan bagi Penggugat ketika transaksi jual beli
antara Tergugat | dan Tergugat |l sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta
rupiah) tersebut dilakukan dihadapan dan diketahui Tergugat |V, dimana Untuk
diketahui oleh kita bersama bahwa lokasi tanah tersebut berada di Desa Muara
Jalai, RT 005 RW 009 Desa Muara Jalai, Dusun |l Padang Tarap Kecamatan
Kampar Litara, Kabupaien Kampar, yang seharusnya instansi yang berwenang
untuk mengeluarkan atau mengurus surat balik nama antara Tergugat | dan
Tergugat Il itu dilakukan di hadapan Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat
Ii;

Bahwa surat yang diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat IV adalah
Surat Ketsrangan Pelimpahan Hak dengan MNormar:
593 83/SKPH/DT PER2021/017 yang dikeluarkan oleh Dafuk Panglima Besar
Penguasa Tanah Ulayat Kenegerian Air Tiris Kecamatan Kampar Selaku
Tergugat VI yang disetujui oleh penghulu adat Persukuan Domo dalam
kenegerian Alr Tiris Imam Datuk Rajo Malano yang diterangkan oleh Zainal Ajik
Datuk Panglima Besar Selaku Tergugat V1 dan diketahui Tergugat IV,
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Bahwa fisik asli Surat dari Tanah Milik Penggugat atas nama Budi Pratomo
dengan dengan alas Hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan
Nomor: 593.83/SKGR/DM/2018/23, atau SKGR Regestrasi Kecamatan Kampar
Utara Nomor: 92/SKGR/KUMNII/2018 tertangal 19 Juli 2018 yang terletak di Desa
Muara Jalai, RT 005 RW 009 Desa Muara Jalai, Dusun [l Padang Tarap
Kecamalan Kampar Ulara, Kabupaten Kampar, seluas £ 19.716 M? alas nama
Budi Pratorno Selaku Tergugat | dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai
selaku Tergugat lll dan diketahui Oleh Camat Kampar Utara Selaku Tergugat vV
dimana saat ini surat tersebut dikuasai olsh Kepala Desa Sungai Jalau selaku
Tergugat I'V, hal ini diketahui ketika Penggugat mendatangi Kantor Desa Sungai
Jalau dan Penggugat melihat surat tersebut berada dalam Penguasaan Tergugat
IV dan Tergugsat I'V mengalakan alasan surat tersebut bisa berada pada Tergugat
IV dikarenakan transaksi jual beli antara Tergugat | dan Tergugat Il dilakukan
dihadapan Tergugat |V, dan menyatakan bahwa tanah dalam perkara a quo
termasuk dalam wilayah desa Yurisdiksi dan Tergugsat IV

Bahwa apa yang dlakukan oleh Tergugat IV dengan menguasi fisik surat
tanah milik Penguggat atas nama Budi Pratomo dengan dengan alas Hak berupa
Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dengan Momor:
583.83/3KGR/DMI2018/23 atau SKGR Regestrasi Kecamatan Kampar Utara
Nomor: 32/SKGREUNIIZ018 tertangal 19 Juli 2018 yang terletak di Desa Muara
Jalai, BT 005 RW 009 Desa Muara Jalai, Dusun |l Padang Tarap Kecamatan
Kampar Utara, Kabupaten Kampar, seluas £ 19,7168 M2 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat Il dan diketahui Oleh Camat Kampar
Utara Selaku Tergugat V merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigh
daad) yang mana Tergugat [V merupakan instansi yang tidak berwenang untuk
melakukan perantara jual beli antara Tergugat | dan Tergupat |l dikarenakan
wilayah tanah tersebut masuk kedalam wilayah administrasi Desa Muara Jalai
yang seharusnya berwenang untuk melakukan balik nama atau perantara jual
beli adalah Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat || telah membantah dalil-dalil gugatan
Penggugal yang pada pokoknya Penggugal tidak memiliki hak atas tanah
berdasarkan SKGR No: 92/SKGR/KUNVI2018 tanggal 19 Juli 2018 An. BUDI
PRATOMO (Tergugat |), Penggugat tidak ada hubungan hukum dalam jual beli
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dengan H. YUZAMRI YAHYA, yang ada ikatan saat itu adalah dengan EUDI
PRATOMO (Tergugat I}, bukan dengan Penggugat, Tergugat Il membantah atas
dalil Penggugat hanya menggunakan nama anak kandungnya, karena Tergugat
Il tidak masuk kedalam ranah rumah tangga antara Bapak dengan Anak
Kandungnya (Budi Pratomo), dan tidak benar Penggugat merawat tanahflahan
tersebut, karena tanah/lahan tersebut sangat semak belukar sehingga tidak
nampak wujud pohon kelapa sawit didalamnya saat itu (2021 M) dan tidak benar
pohan kelapa sawit itu sebanyak 200 batang, karena sudah tidak nampak dan
sudah banyak yang mati pohon tersebut akibat kayu-kayu semak belukat yang
tinggi-tinggl didalam areal tanahflahan tersebut, saat Tergugat Il membeli
tanahfahan aquo dari penjual Budi Pratomo di tahun 2021 tanahfahan sangat
parah semak belukar gambut tebal didalam tanahfahan tersebut;

Bahwa azaz-azaz perjanjian Tergugat | secara sah dan Administrasi
memiliki alas hak dan menguasai, memiliki hak sebidang tanahflahan
perkebunan kelapa sawit yang tidak terurus saat itu, sehingga pantas Tergugat |
menguasai surat alas hak atas nama beliau tersebut serta tidak benar
tanahfahan tersebut dirawat oleh Penggugat, karena tanahflahan tersebut
semenjak lama tidak terawat (terabaikan), tidak dikelola karena ada beberapa
faktor antara lain riwayat permasalahan Para petanifpemilik lahan dahulunya
disana bersama Pola KKPA mitra dengan PT. Peputra Masterindo terjadi konflik
kemitraan, sehingga tanah/lahan milik Tergugat | tidak terawal dan semak
belukar sangat parah diatas tanah/lahan tersebut sampai Tergugat || membeli di
Tahun 2021;

Bahwa surat tanahffahan atas nama Tergugat Umillk Tergugat |
seutuhnya, sehingga tidak perlu izin, jika mengkonfirmasi kepada orang tua atau
sejenis komunuikasi lain antara Tergugat | dengan Penggugat ya itu sah-sah
saja, karena orang tua kandung Tergugat |, tetapi tidak wajib meminta izin
kepada Penggugal terkait hak milik Tergugat |, untuk hal harga juga tidak ada
kewajiban siapapun kalau sekiranya ferjadi kesepakatan dalam jual beli, entah
itu mahal, entah itu sangat murah sekali, jadi tidak ada ketentuan yang mengikat
atau memaksa Para pihak dalam jual beli;

Bahwa secara teknis dan yuridis yang diakibatkan dari tidak adanya
penetapan, penegasan batas administratif Desa Muara jalzi dengan Desa Sungai

Halaman 51 darf 68 Putusan Perdata Gugaltan Nomor 5Pat, GA2024/PN Bikn

Halaman 51



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Jalau atau wilayah Pemerintahan Desanya, sehingga tidak tertibnya administrasi
seperi surat-surat, jika untuk keperluan tertib administrasi, tentu Tergugat II
menyatakan berikhtikad baik dan kooperatif untuk melaksanakan ketentuan yang
berlaku, dan mersvisi administrasi yang tidak tertib bersama dengan
Pemerintahan Desa tersebut. Bahwa uraian administrasi yang dilakukan dalam
proses pembelian tanah/lahan oleh Tergugat |l kepada Tergugat | adalah bentuk
wujud taat hukum, baik secara Individu, Negara, Adat, dimana memiliki dasar-
dasar atas kepemilikan yang diakui cleh Ninik Mamak/Datuk Masyarakat Adat
Kenegerian Air Tiris Lama yang telah diakui di Kabupaten Kampar, oleh karena
itu tidak ada hal yang terlarang/gelap yang dilakukan dalam jual beli antara
Tergugat | dan Tergugat Il, dengan adanya rangkaian/satu kesatuan administrasi
ini makin menguatkan dan meyakinkan legalitas atas objek tanahflahan tersebut,
sehingga pembell merasa yakin akan keabsahan objek jual beli yang dijual
Tergugat |. Bahwa dikarenakan adanya jual beli diwilayah Pemerintah Desa
Sungai  Jalau, maka secara adminisfrasi dibekukanlah surat lamanya
sepengetahuan Tergugat Il, bukan fisik surat dikuasai tanpa kewenangan, fisik
objekftanah lahanpun tidak diketahui secara administrasi keberadaan dimana
wilayah administrasinya, karena wilayah administratif antara Desa Muara Jalal
dan Desa Sungai Jalau masih simpang siur, maka dari itu, jika diperlukan revisi
- perbaikan Administrasi maka Para Pihak taat akan hal tersebut, dan perlu
ditegaskan tidak ada menguasai fisik Surat dalam hal ini;

Bahwa Penggugatlah yang tidak cermat dan melakukan perbuatan
penyerobolan diatas hak orang, mengaku-ngaku meliki hak dalam perkara aguo.
Tergugat IV melaksanakan tugas fungsi sebagai perwakilan tangan Pemerintah,
sesuai prosedur, Penggugat keliru dan telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum kepada Tergugat || dan kepada pihak-pihak yang dituduhkan oleh
Penggugat tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, kabur dalam bertindak,
sehingga dalam hal ini Tergugat || berdampak mengalami Kerugian atas
perbuatan Penggugat dalam perkara aquo, tidak ada perbuatan terlarang yang
dilakukan oleh Tergugat | dan Tergugat |l/pihak lainnya berdasarkan, Tergugat |
fidak khilaf, dalam keadaan sehat, tanpa paksaan atau penipuan dan
berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata;
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Bahwa fidak terdapat ketentuan yang mengikat berdasarkan Permendagri
Mo: 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, Tergugat |l
tidak mengetahui dan tidak melihat peta batas Desa antara Desa Muara Jalai
dan Desa Sungai Jalau, marketing tanah/lahan tersebut membolehkan seketika
itu di Tahun 2021 tersebut untuk membuat administrasi di Desa Sungai Jalau dan
ditambahkan penegasan dari Ninik Mamak Tanah Ulayat Kenegerian Air Tirs
Lama, tidak pernah Terqugat || mengetahui KKPA MJ2, hanya mengetahui BLDI
PRATOMO selaku Pemilik/Penjual sebidang tanah/lahan di Blok 10 Desa Sungai
Jalau, karena Tergugat || juga polos tidak memahami administrasi secara
lengkap atau secara hukum, yang diketahui oleh Tergugat Il, Penjual siapa?
Suralnya apa? lahan mana? Tergugat || membeli sebesar Rp75.000,000,00
{tujuh puluh fima juta) sudah termasuk biaya surat dan biaya marketing tanah
dengan total nilai tersebut saat itu. Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Muara
Jalai apakah sudah sejalan dengan Ruh Permendagri No: 45 Tahun 2016
Tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa dan Surat Keterangan Nomer:
140/DM-UM/2024/004 Tanggal 15 Januari 2024 itu tidak cermat, tidak teliti serta
tidak lengkap, hanya menerangkang pada Blok 10 KKPA MJ2, ini cacat
keterangan tersebut menurut hokum karena antara Tergugat | dan Tergugat [l
mengikatkan diri di Tahun 2021, lebih tua jual beli dari pada Surat Keterangan
Desa tersebut;

Bahwa Penggugat keliru dan seenak mululnya membual penawaran
penyelesaian masalah, Penggugat ada masalah dengan anaknya bemama Budi
Pratomo, kenapa membuat rugi Tergugat I, Penggugat serakah, licik, mau dapat
uang banyak sepihak dengan melabrak hak-hak orang, semena-mena terhadap
Tergugat Il (menganggap Tergugat Il lemah, miskin, karena pemah menjadi
pekerja’pekebun Penggugat dahulu), zolim kepada Tergugat |l, sampailah pada
saat mediasi di Pengadilan Megen Bangkinang, Penggugat juga masih tetap
sombong mau enak mulutnya membual penawaran, sehingga tidak tercapai
mediasi, padahal Tergugat Il mau menyelesaikan secara musyawarah mufakat,
tetapi Penggugat tidak mau dan menoclak dengan sombongnya, Tergugat |l
tegaskan secara fakta tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat,
Fenggugat salah alamat, seharusnya anak kandungnya jika dia ada masalah,
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bukan dengan Tergugat Il, akibat Perbuatan Penggugat saat ini kepada Tergugat

Il, Tergugat Il mengalami kerugian yang banyak, baik materii maupun Inmaterii;

Bahwa Tergugat |l tidak mengetahui secara akurat, karena Tergugat |l
bukan keluarga Penggugat yang tinggal satu rumah tempat tinggal dengan
Penggugat, tidak ada hasil TBS kelapa sawit tersebut dahulunya, dan tidak ada
peristiva yang memaksa karena TBS kelapa sawit tidak ada, yang ada dahulu
semak belukar gambut tebal, kebohongan yang dibuatffitnah yang dibuat oleh
Penggugat kepada Tergugat Il Tergugat || menguasai tanahflahan berdasarkan
jual beli kwitansi tanda terima wang tanggal 15 Juli 2021 Jo Surat Keterangan
Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 593/DT PB/SKPTUNI2021/016
Tanggal 09 Juli 2021 An. ISNGADI, saat itu status tidak bersengketa serta untuk
saksi ARl EKA WAHYUDA ada menanda tangani dilembar yang lain saat surat
tersebut terbit;

Bahwa Fenggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
kepada Tergugat Il dan melanggar nilai-nilai keadilan. Bahwa berdasarkan
pengakuan Tergugat | dan meneliti Surat-surat yang ada maka beranilah
Tergugat || membell tanahfiahan milik Tergugat | serta sekali lagi ARl EKA
WAHYUDA ikut menandatangani, akan tetapi ada yang terlewat salah satu
lembaran disurat yang tidak tertandatangani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti Surat yang diberi tanda P.1 s/d P.15 dan saksi-saksi
yang di sumpah yaitu Dajrot Prihanto, Arie Eka Wahyuda dan Muhammad Yani,
sedangkan pihak Tergugat |l mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1Il-1 sid
T.11-11 dan saksi-saksi yang disumpah yaitu Suwito dan Frans Sunanto;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati isi Gugatan
Penggugat, Jawaban Tergugat |, Replik Penggugat, serta Duplik Tergugat Il
berdasarkan bukti-bukli surat dan keterangan Para saksi baik yang diajukan oleh
Penggugat maupun oleh Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yakni:

1. Apakah benar bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa
terletak di Desa Muara Jalai, RT 005 RV 009 Desa Muara Jalai, Dusun Ili
Padang Tarap Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar seluas £ 19.718
M? tersebut 7
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2. Apakah perbuatan Tergugat |l yang menguasai objek sengketa adalah
merupakan perbuatan melawan hukum 7

Menimbang, babwa terdebih  dahulu  Majelis Hakim  akan
mempertimbangkan tentang keabsahan Penggugat sebagai orang yang
mendalilkan memiliki tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang
terletak di Desa Muara Jalai, RT 005 RW 008 Desa Muara Jalai, Dusun [l
Padang Tarap Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, seluas £ 18.716
M2 atas nama Budi Pratomo Selaku Tergugat |, dimana Tergugat | adalah anak
Kandung dari Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganli Rugi (SKGR)
dengan Momor: 593.83/SKGR/DM/2018/23, tangal 13 juli 2018 atau SKGR
Regesirasi Kecamatan Kampar Utara Nomor. 92/1SKGR/KU/NVIN2018 terlangal 19
Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat |I| dan
diketahui cleh Camat Kampar Utara selaku Tergugat V dengan batas-batas
tanah milik Penggugat tersebul sebagai berikut:

a. Sebelah utara berbatas dengan Tanah Jalap——————— UK 93 M
b. Sebelah f#mur berbatas dengan Tanah ARl EKA
WAHYUDA - - UK 212M;
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Parit ————— UK 93 M:
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah UJANG DANUS -- UK 212M;
Bahwa Penggugat telah membeli Tanah Tersebut dar H. Yuzamri Yahya

pada tanggal 13 Juli 2018 dengan alas Hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi
(SKGR) dengan Momor: 593.83/SKGR/DMI2018/23, atau SKGR Regestrasi
Kecamatan Kampar Utara Momor: 92/SKGR/KU/NII2018 tertangal 19 Juli 2018
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Jalai selaku Tergugat |l dan diketahui
Dieh Camat Kampar Utara Sslaku Tergugat V' (bukti P-10);

Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah tersebut menggunakan uang
Pensiunan Penggugat yakni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
dengan menggunakan nama Tergugat | selaku anak kandung Penggugat dalam
pembelian Kebun Kelapa sawit tersebut untuk memudahkan Proses administrasi
dalam pembelian Kebun Kelapa sawit, dimana selama ini kebun Tersebut
Penggugat Kuasai dan Penggugat lakukan Perawataan dan Pemanenan Kebun
Kelapa sawit tersebut;
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Bahwa di atas tanah tersebut terdapat + 200 batang pohon kelapa sawit
yang sudah siap panen yang hasil panennya per bulan kurang lebih sebesar
Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana Panggugatl telah
melakukan Pemanenan Hingga Juni Tahun 2021, dan Penggugat juga merawat
dan membersihkan Tanah yang dibelinya yang mana tidak ada campur tangan
sedikitpun dari saudara Tergugat | dalam pemeliharaan terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghaditkan saksi-saksi
dipersidangan, yakni saksi Djarot Prihanto, yang menyatakan bahwa saksi
mengetahul objek perkara millk Penggugat atas nama Tergugat | setelah
mendapat cerita dari Penggugat dan Penggugat ada bercerita kepada saksi
bahwa dirinya memiliki 2 {(dua) kaviing tanah. Bahwa objek perkara dijual oleh
Tergugal | kepada Tergugat Il ketika Penggugat naik haji tahun 2021 dan atas
persoalan tersebut telah diupayakan perdamaian sebanyak 2 (dua) kall tetapi
tidak memperoleh hasil.

Menimbang, bahwa juga telash didengar keterangan saksi Arie Eka
Wahyudi yang merupakan anak kandung Penggugat dan saudara kandung dari
Tergugat | yang menerangkan bahwa saksi tdiak ada bertandatangan pada surat
jual beli yang dilakukan Tergugat | dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi
Muhammad Yani babwa saksl adalah Kepala Desa Muara Jalai tahun 2015
sampai bulan September tahun 2021 dan saksi mengetahui Penggugat ada
membeli tanah sebanyak 2 (dua) kavling yang salah satunya atas nama anak
Penggugat (Tergugat 1) yang menurut Penggugat surat tanah yang dibeli atas
narma Tergugat | adalah untuk anak Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang
diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat bertanda P-10 berupa Surat
Keterangan Ganti  Kerugian dengan Nomor  Register Camat:
93/SKGR/KUMNII2018 dan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak
ada menemukan adanya kepemilikan Penggugat atas objek aguo;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat juga
telah mengajukan bukli surat berupa T./I-4 berupa Surat Kwitansi tanda terima
uang jual beli lahanftanah di Blok 10 dari Isngadi pembeli kepada Budi Pratomo
selaku Penjual tanggal 15 Juli 2021 yang kemudian dihubungkan dengan
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keterangan saksi Suwito dan saksi Frans Sunanto diketahui Tergugat |l telah
membeli objek perkara kepada Tergugat | pada tahun 2021 yang pada saat itu
kondisi lahan masih semak belukar dan saksi melihat transaksi jual bell objek
aquo yang dilakukan oleh Tergugat |l dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas baik dari versi
Penggugal dan Tergugat Il, maka Majelis Hakim berpendapal Penggugat tidak
dapat membuktikan kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Muara
Jalai, RT 005 RW 009 Desa Muara Jalai, Dusun Il Padang Tarap Kecamatan
Kampar Utara, Kabupaten Kampar, seluas + 19.716 M? atas nama Budi Pratomo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat dan Tergugat I, yang
tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, karena menurut Majelis Hakim tidak
ada relevansinya dengan pokok perkara, haruslah dikesampingkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian berbagail pandangan hukum
dan alasan serta pertimbangan tersebut dalam kaitannnya satu sama lain, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa
Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa terletak di Desa Muara Jalai,
RT 005 RW 009 Desa Muara Jalai, Dusun |l Padang Tarap Kecamatan Kampar
Utara, Kabupaten Kampar seluas + 19.716 M? tidak terbukti menurut Hukum,
karena adanya lahan seiuas 6.175 m2 dari seluas lahan 2 Ha, yang bukan milik
Penpgugat, cleh karenanya tuntutan pokok gugatan Penggugat sebagai pemilik
Iahan 2 Ha tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuklinya gugatan pokok Penggugat,
maka terhadap tuntutan-tuntutan lainnya tidak perlu lagi diperimbangkan dan
diberi penilaian hukum, oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak
untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk
seluruhnya maka maka berdasarkan ketentuan Fasal 192 Ayat (1) RBg,
Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul
akibat adanya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa seielah Pengadilan Megeri mencermati Jawaban
Tergugat I, ternyata di dalamnya ada Gugatan Rekonvensi, dengan demikian
sudah sepatutnya Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan
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Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat |l Konvensi/Penggugat
Rekonvensi sebagal berikut;
Dalam Rekenvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi
kemudian membantah dalil-dalil gugatan Rekonvensi tersebut dalam Dupliknya,
tertanggal 17 Desember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menarik
kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan yaitu antara lain:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat || konvensi adalah ssbagai pihak
yang berhak atas tanah obyek sengketa 7

2. Apakah perbuatan Penggugat Konwensi yang mengklaim tanah sengketa
dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut maka Majelis Hakim
akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat RekonvensiTergugat konvensi dalam
gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Il Rekonvensi memiliki tanah/flahan
berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No:
593/DT.PB/ISKPTUMNMIF2021/016 Tanggal 09 Jull 2021 An. ISNGADI yang
terletak di Blok 10 dan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Jalau Kecamatan
Kampar Utara Kabupaten Kampar luas: 19.716 M?;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak atas
tanah/lahan, yang memiiki hak yakni anak kandungnya bemama Budi Pratomo
berdasarkan SKGR MNo: 92/5KGRMUMNIIRZO18 tanggal 19 Juli 2018 An. BUDI
PRATOMO, Tergugat Rekonvensi tidak ada hubungan hukum dalam jual beli
dengan H. YUZAMRI YAHYA, yang ada ikatan saat itu adalah dengan BUDI
PRATOMO, bukan dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Il Rekonvensi
membantah atas dalil Tergugat Rekonvensi menggunakan nama anak
kandungnya =aja, karena Penggugat || Rekonvensi tidak masuk kedalam ranah
rumah tangga antara Bapak dengan Anak Kandungnya, dan fidak benar
Tergugat Rekonvensi merawat tanahflahan tersebut, karena tanahflahan
tersebut berupa semak belukar sehingga tidak nampak wujud pohon kelapa sawit
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didalamnya saat itu dan tidak benar pohon kelapa sawit itu sebanyak 200 batang,
karena sudah tidak nampak dan sudah banyak yang mati pohon tersebut akibat
kayu-kayu semak belukar yang tinggi-tinggi di dalam areal tanahflahan tersebut,
saat Penggugat || Rekonvensi membeli tanahflahan aquo di tahun 2021 sangat
parah kondisi semak belukar, gambut tebal didalam tanah/lahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut logika hukum, Budi Pratomo secara sah,
secara Administrasi memiliki alas hak dan memiliki hak milik sebidang
tanahflahan perkebunan kelapa sawit yang tidak terurus saat itu, sehingga
pantas Budi Pratomo menguasai, karena memiliki surat alas hak atas nama Budi
Pratomo tersebut serta tidak benar tanah/lahan tersebut dirawat cleh Tergugat
Rekonvensi, karena tanahflahan tersebut semenjak lama tidak dirawat, fidak
dikelola karena riwayal permasalahan Para petanifpemilik lahan dahulunya
bersama Pola KKPA mitra dengan PT. Peputra Masterindo terjadi konflik,
sehingga tanahfdahan milik Budi Pratomo tidak terawat dan semak belukar
sangat parah diatas tanah/flahan tersebut;

Menimbang, bahwa surat tanahflahan atas nama Budi Paratomo sendiri,
bukan atas nama Tergugat Rekonvensi, sehingga fidak peru izin, jika
mengkonfirmasi kepada orang tua atau sejenis komunuikasi lain antara Budi
Paratomo dengan Tergugat Rekonvensi yaitu sah-sah saja, tetapi tidak wajib
meminta izin kepada Tergugat Rekonvensi terkait hak milik Budi Pratomo,
dimana telah memiliki alas hak atas nama Budi Paratomo, untuk hal harga tidak
ada kewsjiban siapapun kalau sekiranya terjadi kesepakatan dalam jual bsli,
entah itu mahal, entah itu sangat murah sekali, jadi tidak ada ketentuan yang
mengikat atau memaksa Para pihak dalam jual beli tersebut, apa yang telah
dilakukan Penggugat || Rekonvensi sudah sesuai dengan hukum yang beraku
dan norma hukum adat yang ada di Kenegerian Air Tiris Lama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata
Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli, dimana penjual
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada
pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Il Eekonvensi menerangkan secara teknis
dan yuridis yang diakibatkan dari tidak adanya penetapan, penegasan batas
administrafif Desa Muara jalai dengan Desa Sungai Jalau atau wilayah
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Pemerintahan Desanya, sehingga tidak tertibnya administrasi seperti surat-surat,
Jika untuk keperluan tertib administrasi, tentu Penggugat |l Rekonvensi
menyatakan beritikad baik dan kooperalif untuk melaksanakan ketentuan yang
berlaku, dan merevisiimemperbaiki administrasi jual beli tanah Penggugat Il
Rekonvensi dengan Budi Pratomo tersebut. Bahwa uraian administrasi (1 bundel
berkas) yang telah dibuat dalam proses pembelian tanah/lahan oleh Penggugat
Il Hekorvensi kepada Budi Pratome adalah bentuk wujud taat hukum, baik
secara Individu, MNegara, Adat, dimana telah memilki dasar-dasar atas
kepemilikan, teregister dan diakui secara tertulis oleh Ninik Mamak/Datuk
Penguasa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kenegerian Air Tiris Lama, dimana
telah diakui di Lembaga Adat Kampar (LAK) Kabupaten Kampar, oleh karena itu
tidak ada hal yang terlarang/gelap yang dilakukan dalam jual beli antara Budi
FPratomo dan Penggugat |l Rekonvensi, dengan adanya rangkaian administrasi
ini makin menguatkan dan meyakinkan legalitas atas objek tersebut, sehingga
pembeli merasa yakin akan keabsahan objek jual beli, Bahwa dikarenakan
adanya jual beli diwilayah Pemerintah Desa Sungai Jalau, maka secara
administrasi dibekukan surat lama yang dimilki cleh Budi Pratomo karena telah
terjadi jual beli dengan Penggugat Il Rekonvensi, fisik objek/tanah lahanpun tidak
diketahui secara administrasi karena wilayah administratif antara Desa Muara
Jalal dan Desa Sungai Jalau masih simpang siur, maka dari itu, jika diperlukan
revisi-perbaikan Administrasi maka Para Pihak taat akan hal tersebut, dan perlu
dilegaskan fidak ada menguasai fisik Surat dalam hal ini oleh Pemerintahan
Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi yang tdak cermat dan
melakukan perbuatan penyerobotan diatas hak orang, mengaku-ngaku meliki
hak dalam perkara aquo. Para pihak terkait melaksanakan tugas fungsi sebagai
perwakilan tangan Pemerintah, sesuai prosedur, Tergugat Rekonvensi keliru dan
telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat |l Rekonvensi
dan kepada Pihak-pihak yang dituduhkan cleh Tergugat Rekenvensi tanpa dasar
dan alasan hukum yang jelas, kabur dalam bertindak, sehingga dalam hal ini
Penggugat Il Rekonvensi berdampak langsung dan mengalami Kerugian atas
perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara aquo, tidak ada perbuatan
terlarang yang dilakukan oleh Budi Pratomo dan Penggugat || Rekonvensi/pihak
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lainnya, Budi Pratomo tidak khilaf, dalam keadaan sehat, tanpa paksaan atau

penipuan dan berdasarkan Fasal 1320 KUHPerdata dalam hal jual bell tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan memperiimbangkan
apakah tanah yang menjadi obyek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam
Surat Keterangan Kepemilikan Tanah MNomor, 593/DT.PB/SKKTMVIIOTG
tertanggal Air Tiris, 09 Juli 2021 adalah merupakan hak dar Penggugat
Rekonvensi 7

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok
Agraria:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran
tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan ketenfuan
yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pendaflaran tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini meliputi:

a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa selanjulnya berdasarkan ketentuan Pasal 32
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1897 tentang
Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997) menyatakan:

1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat
didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesual dengan
data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan serifikat secara sah atas
nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah terssbut dengan
ilikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak
tersebut apabila dalam wakiu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat ifu
tidak mengajukan keberatan secara lertulis kepada pemegang serfifikat dan
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan
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gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan
serifikat tersabut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian
Hak Atas Tanah 42 kepada camat telah diberikan wewenang untuk memberikan
ijin membuka tanah yang luasnya fidak lebih dari 2 Ha.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Megara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Masional Nomor 1 tahun 1998 tentang Pelimpahan
Wewenang Pengangkatan Dan Pemberhentian Camat Sebagal Pejabat
Pembuat Akta Tanah dalam hal ini:

a. Camat dapat diangkat apabila di daerah kerja Camat yang bersangkutan
berada dalam daerah Kabupaten'Kotamadya vyang formasi PPAT-nya
dinyatakan masih belum tertutup.

b. Melimpahkan wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mengangkat
dan memberhentikan Camat sebagal PPAT.

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam penjelasan dari Pasal
24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
terdapat alat bukti tertulis untuk dapat membuktikan kepemilikan atas tanah yang
dapat digunakan bagi pendaftaran hak-hak lama dan merupakan dokumen yang
lengkap untuk kepentingan pendaftaran tanah

Menimbang, bahwa agar terdapatnya kepastian hukum mengenai Obyek
Sengketa tersebut, dan untuk menjawab hal tersebut maka Majelis Hakim akan
mengaltkannya dengan bukti surat berupa T./l-4 berupa Surat Kwitansi tanda
terima uang jual bell lahanftanah di Blok 10 dari Isngadi pembeli kepada Budi
Pratomo Selaku Penjual tanggal 15 Juli 2021, bukti T.I-2 berupa Surat
Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593/DT_PB/SKKTMI/016 tertanggal Air
Tiris, 09 Juli 2021 dan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian
dengan Nomor Register Camat: 93/SKGR/KUVINIZ018 diketahui telah terjadi jual
beli antara Penggugat RekonvensifTergugat || Konvensi dengan Tergugat |
Rekonvensi/ Tergugat | Kenvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat ||
Konvensi menguasal objek perkara, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il
Konvensi telah dapat membuktikan kepemilikan terhadap objek perkara
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sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Mormor:
593/DT.PB/SKKT/AVIND1G tertanggal Air Tiris, 09 Jull 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap persoalan pertama
telah dijawab, bahwa Penggugat Rekonvensi, adalah pemilik lahan sengketa
sebagaimana Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor. 593/DT.PBISKKT/
VIFO16 tertanggal Air Tiris, 09 Juli 2021, sehingga dengan demikian terhadap
petitum ketiga, keempat dan kelima, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il
Konvensi, haruslah dikabulkan sebahagian dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membahas persoalan yang kedua
yang menyatakan bahwa apakah Penggugat KonvensiTergugat Rekonvensi,
didalam mengklaim tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum
akan diperimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu
perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan
dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendin dan sebagaimana dialur dalam
ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata:

Bahwa sebelum menguraikan fakta-fakla yang terungkap dipersidangan
maka Majelis Hakim akan menguraikan, pengertian perbuatan melawan
hukum (onrecht-matigedaad) menurut Hoge Rasd diartikan sebagai berbuat
atau tidak ber-buat yang memperkosa hak orang lain, atau bertentangan dengan
kewajiban hukum si pembuat, atau kesusilaan, atau kepalulan dalam
masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain yang terdiri dari empat
kriteria yakni:

a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelakuy;

b. melanggar hak subjektif crang lain;

c. melanggar kaidah kesusilaan:

d. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan yang telah diuvraikan
sebelumnya, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi telah dapat
membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah tanah milik Penggugat
RekonvensiiTergugat |l Konvensi, sedangkan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi tidak dapat membuktikan keabsahan bukti kepemilikannya atas
tanah tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Penggugat
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Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif
darl Penggugat Rekonvensi/Tergugat || Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat KonvensiTergugat
Rekonvensi telah dinyatakan melanggar hak subyektif Penggugat
Rekonvensi/Tergugat || Konvensi, maka dengan demikian terhadap Penggugat
KonvensifTergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I
Konvensi, dengan demikian pokok permsalahan kedua ini telah dapat dibuktikan
oleh Penggugat RekonvensiTergugat || Konvensi, sehingga pefitum angka 2
gugatan Rekonvensi dapat dikabulkan dan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pertum angka enam berisi menghukum
Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materill yang diderita oleh
Fenggugat || Rekonvensi secara langsung/seketika yakni:

Kerugian materiil:

- Pembelian tanahflahan : Rp75.000.000,00
- Tebang tebas semak belukar : Rp5.000.000,00
- Staking alat berat gali parit ; Ep25.000.00000
- Beli bibit 100 batang x RpS0.000,00 v Rp5.000.000,00
- Beli pupuk dalam 2 tahun + Upah . Rp20.000.000,00
- Beli racun + Upah ¢ Rp3.000.000,00
- Operasional . Rp5.000.000,00

Kerugian materiil: Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah).
Kerugian Inmaterii: Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi
sebagaimana disebut diatas, Penggugat Il Rekonvensi nyata diserobot haknya,
tertindas, dizolimi, dicemarkan nama baik atas prilaku yang benar (difitnah),
dipermalukan dan mengalami tekanan lahir dan batin akibat perkara ini dan
perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi, jika dinilai dengan uang
kerugian Inmateriil yang diderita Penggugat || Rekonvensi yaknl sebesar
Rp1.000.000.000,00 {Satu Milyar Rupiah) yang harus dibayar Penggugat kepada
Penggugat Il Rekonvensi seketikaflangsung, oleh karena selama persidangan
tidak dapat dibuklikan oleh Penggugat RekonvensiTergugat Il Konvensi, maka
terhadap petitum angka enam dinyatakan ditolak;
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Disclaimer

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang berisi menyatakan sah
dan berharga Sita Jaminan atas objek perkara aguo berdasarkan Surat
Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Mo:
593/DT.PB/SKPTUNIN2021/016 Tanggal 09 Juli 2021 An. ISNGADI, oleh karena
selama persidangan fidak pernah diajukan sita jaminan, maka maka terhadap
petitum angka tujuh dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang berisi menghukum
Tergugat Rekonvensi untuk tidak memasuki, memanen, menjual buah kelapa
sawit dan menikmati hasil penjualan diatas lahanitanah milik Penggugat |I
Rekonvensi saat ini dan dikemudian hari, oleh karena petitum angka 2, 3, 4, 5
dikabulkan maka terhadap petitum angka delapan dapat dikabulkan dan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pefitum angka 9 vyang berisi
menghukumTergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom)
sebesar Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau
kelalalan melaksanakan putusan pengadilan, terhitung semenjak putusan dalam
perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkrachf Van Geweifjsde) sampai dengan
Tergugat Rekonvensi memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat I
Rekonvensi, oleh karena Penggugat RekonvensiTergugat |l Konvensi tidak
dapat membuktikannya selama persidangan, maka terhadap petitum angka
sembilan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pefitum angka 10 yang berisi menyatakan
secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun
ada upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bif Voorraad);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang sah
sebagaimana diatur dalam Pasal 191 Ayat 1 RB.g, Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2000 junte Surat Edaran Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2001 untuk menjatuhkan putusan
serta meria (Uitvoerbaart bif voorraad) terhadap perkara ini maka petitum angka
sepulub harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang berisi menghukum
Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini, aleh
karena petitum angka 2, 3, 4, 5 dikabulkan maka terhadap petitum angka sebelas
dapat daikabulkan dan diterima:

Halaman 65 dan 68 Pulusan Pevdata Gugatan Nomor 5/Pdl G/2024/8N Bikn

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Disclaimer

Menimbang, bahwa berdasarkan uralan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, oleh karena Penggugatl RekonvensiTergugat || Konvensi telah
dapat membuktikan pokok perkara dalam dalil gugatan Rekonvensinya, maka
sudah tepat dan adil menurut hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan
gugatan Penggugat RekonvensiTergugat |l Konvensi untuk sebagian dan
menolak untuk selain dan seleblhnya,

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbana, bahwa karena Penggugat dalam KonvensiTergugat dalam
Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat dalam
Penggugat dalam HKonvensiTergugat dalam Rekonvensi dihukum unfuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga terhadap
pelitum point angka dua belas Gugatan Rekopensi Penggugat
RekonvensiiTergugat || Kenvensi, adalah patut dan sah menurut hukum untuk
dikabulkan;

Mengingat pasal-pasal dalam Hukum Acara Perdata untuk daerah
seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata dan Peraturan Perundang-
undangan lain yang terkai;

MENGADILL
. DALAM KONVENSI:
1. DALAM EKSEPSI
- Menolak Ekspsi Tergugat |l untuk seluruhnya;
2. DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Il. DALAM REKONVENSI:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum
kepada Penggugat || Rekonvensi,
3. Menyatakan jual beli tanahfiahan Budi Pratomo dan Penggugat I

Rekonvensi sah berdasarkan kwitansi tanda terima uang tanggal 15 Juli

2021 Jo Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah No:

S93/DT.PB/SKPTUNIN2021/016 Tanggal 09 Juli 2021 An. ISNGADI, sah

dan berharga menurut hukum;
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Disclaimer

4. Menyatakan  secara  hukum  Surat  Keterangan  Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 593/DT.PB/SKPTUAI2021/016
Tanggal 09 Juli 2021 An, ISNGADI Jo Surat Keterangan Pelimpahan Hak
MNo: 593.83/SKPH/DT.PBNVIN2021/017 Jo Surat Keterangan Kepemilikan
Tanah No: S93/DT.PE/SKKT/VINO1E Jo Surat Keferangan Riwayat
Pemilikan/Penguasaan Tanah No: 583/SKPPT/D-SJ/VIIf2021/015 adalah
sah dan berharga menurut hukum;

5. Menyatakan secara hukum Surat Keterangan Ganti Rugi No:
92/SKGR/KUMNVI2018 Tanggal 19 Juli 2018 An. Budi Pratomo lelah
dibekukan di Pemerintahan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara
karena telah terbit Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan
Tanah No: 583/DT.PB/SKPTUNIN2021/016 tanggal 09 Juli 2021 An.
ISNGADI;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tidak memasuki, memanen,
menjual buah kelapa sawit dan menikmati hasi penjualan diatas
lahanitanah milik Penggugat || Rekonvensi saat ini dan dikemudian hari.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh dalam putusan
perkara ini.

8. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya:

lll, DALAM KONVENS| DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh
dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2024, oleh kami,
Andry Simbolen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Meli Gusti Ade, 5.H. dan
Angelia Renata, 5.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
berdasarkan Surat Penetapan Kelua Pengadilan Negeri Bangkinang Momor
5/Pdt.G/2024/PN Bkn tanggal 19 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Senin
tanggal 24 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh
Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Suardiman,
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S.H., M.H., Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalul sistem informasi

pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Perincian Biaya

1.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

M mom R W

Pendaftaran

ATK

Panggilan

PNBP

Pemeriksaan Setempat
Materai

Fedaksi

Jumlah

Hakim Ketua,

Rp30.000,00

Rp100.000,00

Rp364.000,00

Rp80.000,00

Rp1.128.000,00

Rp10.000,00

Rp10.000,00

Ep1.722.000,00 (satu juta tujub ratus dua
puluh dua ribu rupiah)
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